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Memmbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 105.: ) o

Peraturan Pemerlntah Nomor 27 'I‘ahun 2014 tentang o

e Pengelolaan Barang Mlhk Negara/Daerah perlu dltetapkanQ i -

- . Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang M111k Daerah

- "’_?Ménéﬁflga‘t i 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk : S

R »ﬁIndonesxaTahun 1945;- - S el B

a2 Undang-Undang  Nomor 1341T‘mn*} 1950 '“’teriftang‘ |
“.Q:‘Pembentukan Daerah Daerah | Kabupaten dalam_
- ;hngkungan Provmsx Jawa Tengah o

: 3 '.Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

) ‘Dasar Pokok—Pokok Agrana (Lembaran Negara Repubhk“':' o

Indones1a Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembarah ,»

S Ne gara Repubhk Indones1a Nomor 2043)

4 Undang Undang Nomor 23 Tahun ' 2014 tg_ﬁi_tahg‘ o

.Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Républik S

: : Indonesxa Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran;"’w .

3 "iNegara Repubhk IndoneSIa‘ Nomor 5589] sebagalmanaiﬁ-

.':telah dlubah beberapa kah terakhxr dengan Undang~
"Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua e

Atas - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangv-.‘ L

L Pemermtahan Daerah " (Lembaran _ Negara Repubhk";i

o 'Indonesaa Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran"

o '.".:vﬂv"Negara Repubhk Indonema Nomor 5679), SR -



- 5",‘_Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a'jt;".," 
R Nomor 5272] ' ’ ' :
10.1

'Pérafﬁ'faﬁ ;Pemerintah Nomor 40 “Tahun 1994 b’ tentang e
] Rumah Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa:;: o
YTahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara ) ) U
}Repubhk Indone31a Nomor 3573) sebagalmana telah * . 
fjfdlubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 31 Tahun‘”{;'>v
"."2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntahf :
'Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 1:1* o
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6. 'Peraturan Pemermtah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak .
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o }i‘-*f:",‘,Tanah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1996 _ '::  : |
o -i,Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk»'v :
J-»Indonesaa Nomor 3643), . R ' e R
Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
| Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhkv' ,: o
' Indonesm Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaranvj
Negara Repubhk Indone31a Nomor 4578) | v
. Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
. Standar Akuntanm Pemerlntah (Lembaran Negara_'f‘_-;
".‘,Repubhk Indonesxa 'I‘ahun 2010 Nomor 123 Tambahan o
.,:;-\Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 5156), R :
. »’_Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hlbah};f, o | .
. ,.',_Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2012 - e

e Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang‘l‘i _—
o Pengelolaan Barang Milik - Negara/ Daerah (Lembaran- o
-;Negara Repubhk Indone31a ‘Tahun 2014 Nomor 92,

_vTambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomorv‘

- -5533)




:*Tahun 2014 Nomor 305 Tamb ‘ ‘
o :Repubhk Indonesm Nomor 5610), R
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: ',Perorangan Dinas (Lembaran Ne
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dlr
l Daerah adalah Kabupaten Karan
2 ‘Bupati adalah Bupat1 Karangany
3 Pemenntah Pusat adalah Pre

naksudkan"déngan S

anyar.lj .

s?Een Repubhk Indonema; o

yang memegang kekuasaan pemc

o ‘Indone31a yang dlbantu oleh Wal

sebaga;mana dlma.ksud dalam

- ‘Negara Repubhk Indonesxa Tahun

. »Pemenntah Daerah adalah

L penyelenggara pemermtah da

o ."p?lakﬁanawz unwﬁn "

o ‘kewenangan daerah otonom

pvmwn
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'V'Dewan Perwakxlan Rakyat Daerah yang selan]utnya_".;
"d1s1ngkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah PR
| -Kabupaten Karanganyar B et
fSekretans Daerah yang selanjutnya dlsebut Pengelola
: Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung'f;_} ‘
Jawab melakukan koordxnasx pengelolaan barang m111k“=" R
‘f"daerah o ST G
Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Mﬂlk Daerah.'ﬁ
:i:.adalahBupatz S ST -
:Perangkat Daerah adalah orgamsam atau lembaga pada':}
'iPemenntah Daerah yang bertanggung Jawab kepadaf - f‘ﬁ_:_.’v
Kepala Daerah dalam _‘ rangka penyelenggaraan’;?:
- pemenntahandldaerah B R .‘ o
. PeJabat Penatausa_haan Barang adalah kepala Perangkat
Daerah yang mempunyal fung31 pengelolaan Barang M111k'3:{} -
e Daerah selaku pejaba’c pengclola keuangan daerah |
0.

Pengurus Barang Mlhk Daerah adalah Pejabat dan/atau"?:-‘f"v‘"
S -Jabatan F‘ungs:onal Umum yang dlserahl dan/atau}“‘:

o memb1dang1 tugas mengurus Barang M1l1k Daerah

,,‘."11:

tugas dan/atau membldangl menenma, :; menyimpan, ,:v; _?

. ~.‘:tugas dan/atau membadang1 Penylapan a dmmlstraslﬁf

Pengurus Barar'xg Pengelola adalah pegabat yang dlserahlv T

mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Mlllk Daerah

pada PeJabat Penatausahaan Barang

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus '
R barang yang membantu Pengurus barang pengelola yang:’v,jfv' o

ER ‘,,mempunyax Jabatan P‘ungswnal Umum yang d1serah1""f

N maupun tekms penatausahaan Barang M111k Daerah pada-v

. Pengelola Barang

e memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Dacrahf}f[ﬁff .

Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang f

s selaku pejabat pengguna anggaran

14 Dejabat Penatausahaan Pengouna Barang adalah Pejabatv.._

S yang melaksanakan fungs1 tata usaha Barang M‘hk .
L Daerah pada Pcngguna Barang ' ' o



15

- 16.

17.

Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang M1hk
Daerah yang mempunyai Jabatan Fungsional Umum
untuk dlserah1 dan/atan membidangi tugas menenma

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang
Milik Daerah pada Pengguna Barang .

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus
Barang yang membantu Pengurus Barang Penguna dalam
penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. v_ -

Kuasa Penggﬁna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa P_ehggunaBaréLng adalah kepala unit ketja
yang mempakan,Kuasa penguna anggaran atau pejabat
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk mendapat Iimpahah
sebaglan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan}
Barang Mnlxk Daerah pada Pcngguna Barang untuk

menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam |

‘ penguasaannya dengan sebalk-balknya

- 18.

Pcngurus Barang Pembantu adalah Pengurus Barang Mxhkv

Daerah yang mcmpunyal ‘Jabatan Fungswnal Umum

untuk diserahi dan/atau membidangi tugas menerlma, v

menylmpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang

- Milik Daerah pada pada Kuasa Pengguna Barang. '

19,
20.

21

‘semua barang yang d1beh atau diperoleh atas . beban .

22,

Unit kerja adalah baglan Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program. - »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan |
tahunan daerah yang d1tetapkan dengan Perda. },
Barang Mlllk Daerah selanjutnya dlsmgkat BMD adalah

APBD atau berasal dari pcrolehan Iamnya yang sah.:
Pemlal adalah plhak yang melakukan penilaian secara

1ndcpcnden berdasarkan kompetensi yang dlmlhkmya



23.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu

opihi nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMD pada_

" saat tertentu. '

24.
- Penilai Pemenntah Daerah.
25.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemermta.h Pusat dan

Pengelolaan BMD adalah- keseluruhan keglatan yang

~ meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

-‘._pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, ~ penilaian, pemmdahtanganan,

“T'pemusnahan, _ penghapusan, penatausahaan ‘dan

pembinaan, pengawasan dan pengendahan
26.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan

rincian ‘kebutuhan' BMD untuk menghubungkan

 pengadaan barang jyang telah lalu 'dengan keadaan'yang

" sedang’ berJalan sebagaJ. dasar dalam melakukan tmdakan

- yang akan datang

- 27.

Rencana Kebutuhan BMD, yang selanjutnya dISmgkat,
RKBMD, adalah dokumen perencanaan pengadaan

* kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun

28.

RKBMD Pemeliharaan - adalah dokumen perencanaan

pengadaan kebutuhan pemehharaan terhadap BMD untuk |

periode 1 (satu) tahun
29,

Standar Barang adalah spes1ﬁkas.1 barang yang dltetapkan

 sebagai acuan penghitungan pengadaan BMD da.lam
Perencanaan Kebutuhan. |

- 30.

Standar Kebutuhan Barang adalah satuan jumlah barang

- yang d1butuhkan sebagai acuan perh:tungan pengadaan
~dan penggunaan BMD dalam Perencanaan Kebutuhan
- BMD pada PD..

31.

Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan

- sebagai acuan pengadaan BMD dalam Perencanaan

Kebutuhan.



32,

34.

- 35.

Penggunaan ‘adalah Kkegiatan yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan

- BMD yang sesuai dengan tugas dan fung81 Perangkat‘
‘Daerah yang bersangkutan.

- 33.

o 'd1gu_nake"1n untuk penyelenggaraan tugas dan . fung51 -

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak

Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan
tidak rnengubah status kepermhkan

Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh plhak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima nnbalan vang tuna;

Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang'

~ antara Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah ‘atau

 36.
-~ waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan o

a7,

antar Pemermtah Daerah dalam jangka waktu tertentu =

tanpa menerlma 1mbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhlr dlserahkan kembali kepada Bupat1

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya dlslngkat KSP

adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka

daerah atau sumber pemblayaan 1a1nnya

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkét BGS

adalah Pemanfaétan_ BMD berupa tanah oleh pihak lain

- 38

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain- tersebut dalam _]angka ‘waktu tertentu yang telah
dlsepakatl, untuk selanjutnya dlserahkan kembah tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasﬂltasnya
setelah berakhlrnya jangka waktu. -
Bangun Serah Guna yang selanjutnya dlsmgkat BSG
adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh plhak lain
dengan cara mendirikan "bangunan dan/atau | éarana :
berikut fas1htasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk d1dayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.



T
dlslngkat KSPI ‘adalah kerjasama antara pemerlntah dan -

. 45,

badan usaha untuk keglatan penyedxaan mfrastruktur

o sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan LR

. ,,
. .dxsmgkat PJPK adalah Menten/Kepala Lembaga/Kepala‘ S

P Daerah atau badan usaha m111k negara/badan usaha R

 undangan.
Co4L

- pihak lam dengan menerima penggantlan dalam benmkf‘ S

Kerja Sama Penyedlaan Infrastruktur yang Selan_]utnya Ce

Penanggung Jawab Proyek Ker_}asama yang selan‘]utnya‘l;ﬂ

"‘j-,_jmlhk daerah sebagai- penycdla atau penyelenggaraj o

1nfrastruktur | ,.v,ber.,,dasarkan peraturan = perundang-"v"‘v’

Permndahtanganan adalah pengahhan kepem1hkan barang e

milik daerah; o

Pen_]ualan adalah pengahhan kepemlhkan BMD kepadaf L

~ uang.

a3,

’I‘ukar Menukar adalah pengallhan kepemllxkan barangj{“
_.mlhk daerah yang dllakukan antara pcmermtah puSat']

dengan Pemermtah Daerah antar Pemermtah Daerah,

- atau antara Pemerlntah Daerah dengan p1hak laln, dengan»'-'l

| F:"Pemermtah Daerah atau dan Pemenntah Dacrah kepada Co

,»menerlma penggantlan utama dalam bentuk barang, =
L 'pahng Sedlklt dengan n11a1 selmbang o L
44;_H1bah adalah pengahhan kepemlhkan barang dan Lo

'~".’.j’pcmer1ntah pusat kepada Pemenntah Daerah antarv';__ o

plhak lam tanpa memperoleh penggantlan v S
Penyertaan Modal Pemermtah Daerah adalah pengahhan . e
kepemlhkan BMD yang semula merupakan kekayaan ya ng” |
_‘ tidak ’ d1p1sahkan menjadl kekayaan yang dlplsahkanv
}v 'f:f,:untuk dlperhltungkan sebaga1 modal/ saham daerah padaf, FRE
L ‘;vbadan usaha m1l1k negara badan usaha m1hk daerah

O ateu badan hukum lamnya yang dlmlhkl negara R v. £
,4'6.:»Pemusnahan adalah tmdakan memusnahkan ﬁs1k' SRR

U vi:_{"dan /atau kegunaan BMD




47.

Penghapusan adalah tmdakan menghapus BMD dari

‘daftar barang dengan menerb1tkan keputusan dari pejabat -

~yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, ‘

" Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari

_ tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang

- berada dalam penguasaannya. -

48.

- 49

Penatausahaan adalah rangka1an kegLatan yang mehput1

pembukuan, mventarlsam, dan pelaporan BMD sesuai

"dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -

.Inventarisasi adalah  kegiatan untuk melakukan

~ pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataanv

50

barang milik daerah

.Dokumen  Kepemilikan adalah  dokumen sah_ yang

- merupakan buku kepemlllkan atas BMD.

51.

Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh

~ BMD.
52.

Daftar Barang Pengguna adalah déftar yang memuat data

BMD yang dxgunakan oleh masing- masing Pengguna .

- 83.

Barang

‘Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang |

'..memuat ‘data BMD yang dimiliki oleh masmg-masmg B

54.

" Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
) pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negen sipil o

55.

Kuasa Pengguna Barang

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah

‘dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang

Pemerintah Daerah yang bersangkutan
Pihak Lain adalah -pihak- pxhak selain Kementenan/.

‘ Lembaga dan Pemerintah Daerah



Asas

Pasal 2

| "'.Pengelolaan BMD dllaksanakan berdasarkan asas: R

;fungsxonal
'_'vkepastlan hukum,
".v‘transparanm, ‘
ﬁ}efi31en31, . |
]akuntahlhtas dan
,kepastxan n11a1 '

CBABN e
| fi_-RUANG LINGKUP o

Bagian ,‘Keisatu I

o : Pasal 3 ‘
o N . (1) BMD pada Pcraturan Daerah ini mehputl

b barang yang berasal dan perolehan lalnnya yang sah

S a barang yang d1be11 atau dlperoleh atas beban APBD L

(2) BMD sebageumana dlmaksud pada ayat 1. bersﬁat:'_ﬁ”ir'};

C berwu_]ud maupun udak berwu_]ud serta d11engkap1 dengan’_ e

‘dokumen pengadaan untuk BMD yang d1beh atau

e .i_‘dlperoleh atas - beban APBD atau dokumen peI‘OIChani- o

N : Pasal4 . .
o (1) BMD chlarang dlgadalkan / dljammkan untuk mendapatkan’ '

pembayaran atas taglhan kepada Pemenntah Daerah

">»-'.untuk barang yang berasal dan perolehan lamnya yang‘ - .

plnjaman atau dlserahkan kepada P1hak Laun sebagm S

v(2) BMD tldak dapat d1S1ta sesua1 dengan ketentuanf:’

peraturan perundang—undangan




Pasal 5

(1) BMD yang d1be11 atau - dlperoleh atas beban APBD o
. sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,

d1lengkap1 dokumen pengadaan

o ’,( ) BMD yang ‘berasal dari perolehan lamnya yang Sah',}},

- sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b L

dllengkapl dokumen perolehan

R »"3’ BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aYat (2)1("_, S

bersu"at berwujud maupun tldak berwujud

o Pasal 6

YVBMD yang berasal dan perolehan lamnya yang sah "
-sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf b

o »mehputl

a barang yang dlperoleh darl h1bah/ sumbangan atau yang :" |

R bfsejems, R

TR b “barang 'yang dxperoleh sc}_D‘véga,iyv pelaksanaan dan

perj anpan / kontrak

e barang yang dlperoleh berdasarkan ketentuan peraturan:_i"_ -

perundang-undangan, _f3_ Lo

'ji>,;f:d.f‘barang yang dlperoleh berdasarkan putusan pengadllanv

.;’yang telah mempunym kekuatan hukum tetap, atau o

e barang yang d1peroleh kembah dan hasﬂ dxvestas1 atasfj o

| ) Penyertaan Modal Pemermtah Daerah

.vf»‘:Baglan Kedua

Ruang ngkup Peraturan Daerah

TSP CER T S Pasa17 e T

- : Ruang hngkup pengaturan dalam Pcraturan Daerah adalah
'_peJabat pengelola BMD; o :

vv Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran |

-'f'pengadaan, L :

. Penggunaan, _

_“Pemanfaatan | ) v _

- pengamanan dan pemehharaan o

penllaIan

Fmooenve

Pemlndahtanganan, :v LT




i, Pemusnahan;

“ _] ’ PehghapﬁSan'

ke Penatausahaan, ‘

- .1 pembmaan, pengawasan dan pengendahan,

- om. pengelolaan 'BMD pada Perangkat Daerah yang" s
menggunakan pola pengelolaa.n keuangan Badan Layanan};_ - R

) Umum Daerah e S
| n BMD berupa Rumah Negara, dan e

 :0 gant1 rug1 dan sank31 - j' T

S e BABIII e
PEJABA’I‘ PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Baglan Kesatu o R

Pasal 8

PeJabat pengelolaan BMD terdm dan

. -;Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD
Pengelola Barang,_ L

j Pejabat Penatausahaan Barang, R o

. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguha Barang, R
~ Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, |

_' Pengurus Barang Pengelola

= Pengurus Barang Pengguna, dan

Pengurus Barang Pembantu

Famsener

,,,;{Bagxan Kedua B

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD

Pasal 9

B Bﬁbaiti selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaa.n BMD

B ;‘_berwenang dan bertanggung Jawab

. can menetapkan kebljakan pengelolaan BMD

b }l’v'menetapkan Penggunaan Pemanfaatan atau F

A ;,HiPemmdahtanganan BMD

fcv:».j_.‘”mcnetapkan kebgakan penga.manan dan’ pemehharaan v» o




b

W

menetapkan pejabat yang mengurus dan menyi‘xnpan‘
BMD; o -
meﬁgajukén usul Pemindah}tangananv ‘BMD yang -
memerlukan persetujuan DPRD; | -
menyetu_lux usul Pemmdahtanganan, Pemusnahan, dan

Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya,

. menyetujui usul Pemanfaatan BMD selain tanah dan/ atau

bangunan; dan .
menyetujui usul’ Pemanfaatan BMD dalam - bentukvv

kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Ketiga

' Pengelola Barang

- Pasal 10
~ Sekretaris Daerah selaku Pcngelola Barang, berwenang dan
: bertanggung Jawab ’
-a. meneliti dan mcnyetujul RKBMD
meneliti - dan menyetujux Rencana Kebutuhan BMD
, pemehharaan /perawatan BMD;
c menga_;ukan usul Pemanfaatan dan Pemmdahtanganan ,}
BMD yang memerlukan persetUJuan Bupa’a
mengatur ' pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan '
, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD;
e mengatur pelaksanaan Pemmdahtanganan BMD yang'»
~ telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventansasi |
BMD; dan . |
. melakukan p‘éngawasan “dan pengendalian  atas

pengeloléan BMD.

| Bagian Keempat

Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 11
Kepala ‘Perangkat . Daerah yang mempunyal fungsi
pengelolaan BMD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.



(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagalrnana dlmaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputu san Bupatx

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagalmana dlmaksud"ff',
pada ayat (1), mempunyal Wewenang dan tanggung Jawab E

: a.

= ‘."pemehharaan/perawatan BMD kepada Pengelola‘vv"" |

"membantu menehtl dan membenkan pertlmbangan =
,persetu_]uan dalam penyusunan RKBMD kepada'i;v' il
'_fPengelola Barang, o | RO
.;f- membantu menehﬁ dan membenkan pertlmbanganiﬁ

"‘:Persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhanj Lt

. »memberlkari pertlmbangan kepada Pengelola Barang =
’:atas pengajuan usul - L Pemanfaatan v dan
Pemmdahtanganan B BMD:,‘@_’v yang memerlukan .
Jf}persetujuanBupatl DT S »
memberlkan pertlmbangan kepada Pengelola Barang g o
'..v‘}>untuk mengatur pelaksanaa.n Penggunaan - B
,f'u"Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD | S
memberlkan pertzmbangan kepada Pengelola Barang
| v-atas pelaksanaan Pemmdahtanga.nan BMD yang telahvf“'_ | B
: f’dlsetu_}m oleh Bupat1 atau DPRD , |
membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan SRR
- koordinasi Inventansa31 BMD; R
. "melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau . o
- bangunan yang telah dlserahkan dan Pengguna'f}; S B
Barang yang tldak dlgunakan untuk kepentmgan j  o

| penyelenggaraan tugas dan fungm Perangkat Daerah
dan sedang t1dak dxmanfaatkan Pihak - Lam kepada L F,
--,”Bupatl me1a1u1 Pengelola Barang, serta BMD yang
'berada pada Pengelola Barang, o ' S
. mengamankan dan memehharzi BMD ‘ L
. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan E
v“'pengendahan atas pengelolaan BMD da.n
. {_'.vmenyusun laporan BMD




Baglan Kehma R

- Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

S ~ Pasal 12 o
( 1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang

o dltetapkan dengan Keputusan Bupau

| ">-berwenang dan bertanggung Jawab

(2) Pengguna Barang sebagmmana d1maksud pada ayat (1) $ ;;, |

(3) .,'Pengguna Barang sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) _~

a. ‘mengajukan Rencana Kebutuhan dan penganggaran ERR

:':,l’.f[barang m111k daerah bag1 Perangkat Daerah yang

Lo dxp1mpmnya, B

' dan perolehan lamnya yang sah

,“b..;}mengagukan permohonan | peneta”pan' ”wst”'atué el

R Penggunaan barang yang dlperoleh dan beban APBD_”. R

- c melakukan pencatatan dan Inventansa31 BMD yang‘» o

j-‘-’:‘berada dalam penguasaannya |

"-."vtugas dan fungs1 Perangkat Daerah yang d1p1mpmnya

:':i-dalam penguasaannya, cen T

 memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah

o dan / atau bangunan

'}“',._’:d'.",*menggunakan BMD,' yang ' berada v dalam

o penguasaannya untuk kepentlngan penyelenggaraan :
o  --»:_’e.}f’mengamankan dan memelmara BMD yang berada_f'f
f mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemmdahtangananf‘:@ SRR

S BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak S

g menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
| yang  tidak . digunakan  untuk kepenungan" S

B _-:-prenyelenggaraan tugas dan fung31 Perangkat Daera.h B
’ yang d1p1mp1nnya dan sedang udak dlmanfaatkan{ "
o fPlhak Lam, kepada Bupat1 melalu1 Pengelola Barang, . o

h f‘menga_]ukan usul Pemusnahan dan Penghapusan IR

= :'_’::YBMD; R

v' 1 melakukan pembmaan pengawasan dan pengendahan o

..-v:'_>'>"atas Penggunaan BMD :- yang ,ada dalam R

e penguasaannya, dan

o J menyusun dan B menyampalkan laporan : 'bérang



5 pengguna ‘semesteran dan laporan barang penggun a

tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada.j .

T Pengelola Bara.ng

Pasal 13

(1) Pengguna . Barang dapat mehmpahkan sébagiah o

kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna e C

Barang ‘ o o . L
(2] Pehmpahan sebag1an wewenang dan tanggung Jawab )

kepada Kuasa Pengguna Barang sebaga;mana dnnaksud o o

pada ayat (1). d1tetapkan olch Bupat1 atas usul Pengguna S

Barang

(3) Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebag'ahﬁana- T

dlmaksud pada ayat (1) berdasarkan pertlmbangan Juml ah

barang yang dxkelola, beban kerJa, lokas1, kompetenm,v,v.v SR

da“/ atan reniang. kendali serta pertimbangan objektif '-

o lamnya

Baglan Keenam

Pe;abat Penatausahaan Pengguna Barang |

Pasal 14

(1) Pengguna Barang dlbantu oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang merupakan pe_]abat yang memb1 dangxf"jl‘

fungs1 pengelolaan BMD pada Pengguna Bara.ng

(2) PeJabat Penatausahaan Pengguna Bara.ng Sebagalmana[ﬁ: SR

dlmaksud pada ayat (1) d1tetapkan oleh Bupat1 atas usul.“ : :’ ‘, o

Pengguna Barang

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Ba.rang Sebagalmana'.‘i o

Jawab

dnnaksud pada ayat (2) berwenang dan bertangg‘ung

a menylapkan Rencana Kebutuhan dan penganggara.n ;'_ 5 ‘; L

o ,;barang m1hk daerah pada Pengguna Barang,

B - b menchh usulan permohonan penetapan v status

) ‘::.',;:‘ Penggunaan barang yang d1peroleh dan beban APBD. R

S dan perolehan 1amnya yang sah;



c meneht1 pencatatan dan Inventansasx BMD yang"""

R dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau SRR

‘_*_Pengurus Barang Pembantu, e

o dan BMD selam tanah dan/ atau ba.ngunan,

:'_"é'fﬁ_'mengusulkan rencana penyerahan ‘BMD beruPa tanah

o : d | menyusun penga_]uan usulan Pemanfaatan dan" |
5 _;}.,,-pemlndahtanganan BMD berupa tanah dan/atauf: }‘
”.bangunan yang tldak memerlukan persetujuan DPRD > SRR

‘dan/atau bangunan yang t1dak d1gunakan untuk o

" "sﬂ'.:kepentlngan penyelenggaraan tugas dan fung31 R

- : Pengguna Barang dan sedang tldak dlmanfaatkan oleh'vs’ ‘, ERE |

o "A."'-Plhak Lam,

BMD; 5 o
| g menehu laporan bara.ng semesteran dan tahunan yang
- dilaksanakan olch- Pengurus Barang d'c*n/«'it"ilu”?

'”,Pengurus Barang Pembantu RO o

f. n menylapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan

ho membcnkan persetujuan atas Surat Permmtaan_'ﬂ.,' o

"»....'Barang (SPB] dengan menerbltkan Surat Penntah: o

- "',’»‘Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMD'[” R -

- 'darl gudang penylmpanan, g o
. (KIR) Setlap semester dan setlap tahun, :

ESE "persetujuan atas perubahan kond131 fisik BMD;

o i ‘ffimenehn dan memvenﬁkam Kartu Inventans Ruangan "
- j?; v‘.’vmclakukan B Venﬁkasz sebageu dasar membenka o

R k. meneliti laporan mutas1 barang setxap bulan yang'_':'}' ::f" L

v’dlsarnpalkan oleh Pcngurus e Barang Pengguna:_ S

- - _:v__'fvdan/atau Pengurus Barang Pembantu.. S

Baglan Ketujuh

Pengurus Barang Pengelola’ vv

o , n Pasal 15 , . .
(1) Pengurus Barang Pengelola mcmpaka.n pc;abat yang
| membldangl fung81 pengelolaan BMD pada Pe_]abat

Penatau sahaan Barang o




(2) Pengurus Barang Pengelola dltetapkan oleh Bupa‘a atas

j usul Pejabat Penatausahaan Barang

"'{3)v-"Pengurus Barang Pengelola sebagaumana dlmaksud pada |

N :_‘ayat (1) berwenang dan bertanggung _]awab S
B }l\a membantu menehtl dan meny1apkan bahan .

_pertlmbangan pcrsetujuan dalam penyusunan RKBMD’- ‘5 |

B kepada Pej abat Penatausahaan Barang,

b. ,fmembantu menelm dan meny1apkan bahan

v:"vpertlmbangan persetu_]uan dalam penyusunan rencana,' AR

kebutuhan pemehharaan/ perawatan BMD kepada
o Pejabat Penatausahaan Barang, Lo :

e ;f'meny1apkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan o

- v,dan Pernmdahtanganan BMD ya.ng memerlukan

. persetuJuan Bupatl

--pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Pemusnahan, o
. dan Pcnghapusan BMD ' .

d}.ﬁ-;menehu dokumen usulan Penggunaan Pemanfaatan,
B Pemusnahan,j_ dan Penghapusa.n dan Pengguna'_*- e
o Barang, sebagau bahan pertlmbangan oleh Pc_labat

: Penatausahaan | Bara.ng dalam pengaturan 1 Lol |

e v».’menyxapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah S

f.dan/atau bangunan yang telah dlserahkan dan o

| Pengguna Barang Yang tldak dlgunaka.n untuk‘i_

‘v»kepentmgan penyelenggaraa_n tugas ‘dan- fungS1 | - |
: },:-}v:FPerangkat Daerah dan sedang tidak dlmanfaatk -
ol v»_plhak Lam kepada Bupa’u melalm Pengelola Barang’ | SR

‘__f.;: menylmpan dokumen asli kepermhkan BMD

g _meny1mpan sahnan : dokumen Lapora_n v Barang C

. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, 3 _
h. melakukan rekonsxhasx dalam rangka penyusunan‘ .'

'v,:-laporan BMD da.n

i “merekapltulasx dan menghimpun Laporan Ba.rang : e

BMD. | |
o ’}(4) Pengurus Bararlg pengelola secara admmlstratlf dan

v"-'secara fungsxonal bertanggung Jawab atas pelaksanaan

RN Pengguna semesteran ‘dan tahunan serta Laporan SRR

o .,vBarang Pengclola sebagal bahan penyusunan Laporan )



tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat

~ Penatausahaan Barang.

5)

Dalam hal melaksanakan tugas dan fung31 administrasi '

Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu

' Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat

- ®

- Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola dllarang melakukan keglatan

- ,"perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjuala.n Jasa

“atau bertmdak _sebagai penjamin atas keglatan/ |

(1)

@

: pekerjaan/ Penjualan tersebut yang  anggarannya
dibebankan pada APBD.

B Bagian Kedelapan

Pengurus Barang Pengguna

~ Pasal 16
Pengurus Barang Pengguna dxtetapkan oleh Bupatx atas ‘

,usul Pengguna Barang

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1), berwcnang dan bertanggung jawab: |
a. membantu 5‘ _menyiapkan  dokumen Rencana

Kebutuhan dan penganggaran BMD;

b menyiapkan""ﬁsulan permohonén penetapan étatus

Pcnggunaan ‘BMD yang d1peroleh dari beban APBD
dan perolehan lainnya yang sah; |
c. melaksanakan ‘pencatatan dan Inventansasn BMD
d. membantu mengamankan BMD yang bcrada pada

: Pengguna Barang,

' e. menyiapkan - dokumen pkengajuan- | usulan

Pemanfaatanvvf dan Pemindahtanganan BMD berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
, persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau

o | ‘bangunan,

| f. mcny1apkan dokumen penyerahan BMD bcrupa tanah

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi



:‘,i‘»":Pengguna Barang dan sedang tldak d1manfaatkan
”_P1hak Lain; - P L

- g b‘meny1apkan dokumcn’ pengajuan ‘»'vus»‘ulan o

o v‘_’:Pemusnahan dan Penghapusan BMD

" h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, o

i nmenylapkan ‘Surat Permmtaan Barang (SPB)’_;""»".» o

o ,,berdasarkan nota permlntaan barang, o

R mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada

. Pe]abat Penatausahaan Barang Pengguna, R

k menyerahkan barang berdasarkan Surat Permtahvv

”Penyaluran Barang {SPPB) yang dxtuangkan dalam :

- 'berlta acara penyerahan barang,

o 1 'membuat Kartu Inventarls Ruangan (KIR) semesteran S

dan tahunan, R
m. _memben label BMD

n mengajukan permohonan persetu_luan kepada Pejabatfi.‘iv

;,‘,»‘Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan_v_

: :f,_kondlsl ﬁqlk BMD berdasarkan pengecekan ﬁmk‘ ; SR

. ‘,-_barang, TR

o f’melakukan stock opname barang persedxaan, '

P 'menvunpan dokumen antara lam fotokopl/sahnan‘f_:'  B

":,Dokumen Kepemlhkan BMD “dan menylmpan

SN ash /fotokopx/ sahnan dokumen Penatausahaan, Sl

q melakukan rekon51ha31 dalam rangka penyusunan RS

- ,-r_vdan

. laporan barang Pengguna Barang dan lap oran BMD S

T. membuat laporan muta51 barang Setlap bulan yang

dISampalkan kepada Pcngelola Barang melalm‘g:ﬂ

:_f_:Pengguna Barang ’setelah dlfehtx oleh Pe‘]abatb'f ST

:Penatausahaan Pengguna Barang

(3) Penguruo. Barang Pengguna sebagalmana dxmaksud pada{

ayat (2) secara admlmstratlf bertanggung Jawab kepada= o

Pengguna Barang dan secara fungsxonal bertanggung"-f:f-f

Jawab atas peiaksanaan tugasnya kepada Pengelolaf'-;;.i’:f

Barang rnelalux Pejabat Penatausahaan Barang

(4) Dalam ha] melaksanakan tugas dan fung31 admlnlstrasr

Pengurus Barang Pengguna dapat dlbantu oleh Pembantu |




‘Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh

- Pengguna Barang. |

9 Pengurus Barang Pengguna dllarang melakukan keglatan "
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan Penjualan jasa
atau  bertindak sebagai penjlamm atas keglatan/ .b

- lpeker_]aan/ Penjualan  tersebut  yang 'v anggarannya
- dibebankan pada APBD. -~ '

o Bagian Kesembilan

~ Pengurus Barang Pembantu

v | Pasal 17 |

(1) Bupati menetapka.n Pengurus Barang Pembantu atas“
" usul Kuasa Pengguna Barang mela.lu1 Pengguna Barang,
(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana .

-dimaksud pada ‘ayat - (1) dilakukan berdasarkan

-pertlmbangan jumlah barang yang dxkelola, beban kelja, |

| lokasi, kompeten31 dan/atau rentang kendah dan

pertimbangan objektif lainnya; o

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dunaksud pada
| ayat (1) berwenang dan bertanggung Jawab

a. menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan dan

| penganggaran 'BMD; ’ '} ‘

b, meny1apkan usulan permohonan penetapan status

L Penggunaa.n BMD yang diperoleh dari bcban APBD E

 dan perolehan lainnya yang sah; -

c rnelaksanakan pencatatan dan Inventansam BMD

d membantu mengamankan BMD yang berada pada‘v
Kuasa Pengguna Barang;

e meﬁyiapkan " dokumen  pengajuan  usulan
Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
‘peraetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau"

»}bangunan, :
. menyxapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah
dan/atau ban_gunan_ yang tidak digunakan untuk

‘ kepentingan}‘penyeler}iggaraan tugas dan fungsi Kuasa



Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan

~ Pihak Lain; e - |

. menyiapkan dokumen  pengajuan usulan‘
'Pemusnahan dan Penghapu‘san BMD;'

. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)

= ,berdasarké“i'n hota pcrmintéanbbarang;
_mebxblgajﬁkahb Surat Perrﬁintaan Barang (SPB) kepada
Kuasa Pengguna Barang; ‘ |

. menyerahkan barang berdasarkan Surat Permtah'
' Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam " B

~ berita acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran .

. dan tahunan, '

m. memberi label BMD; | |
: mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat |

' Penatausahaan , Pengguna Barang melalui Kuasa

' Pengguna Barang atas pcrubahan kondm ﬁs;k'_. :
B barang mlhk daerah pengecekan fisik barang,
. melakukan stock opname barang persediaan;
menylmpan dokumen, antara lain: fotokopl/sahnan "
.Dokumen Kepemlhkan " BMD dan . rnenyxmpan' -

 asli / fotokop1 / salman dokumen Penatausahaan

. melakukan rekon51ha31 dalam rangka penyusunan |

laporan barang }(uasa Pengguna Barang dan laporan

- BMD; dan .
... membuat Iaporap mutasi barang setiapzbulan yang

~ disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa

Pengguna Bara'ng setelah  diteliti oleh Pejabat

'Penatau%ahaan ’Pcngguna ‘Barang dan Pengurus*
-~ Barang Pengguna ‘
(4) Pengurus Barang .Pcmbantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara admm1strat1f bertanggung jawab
. kepada Kuasa Pengguna Barang dan secara fungszonal o

bertanggung Jawab |ata\s, pelaksanaan tugasnya kepada -

. Pengelola Barang melalui Pengguna Barang.

1=
1
!



| ’ (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fung51 admmxstrasijf S

»Pengurus Barang Pembantu dapat dlbantu oleh};ﬂ

»ff"_‘:Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang dltetapkan R

oleh Pengguna Barang o o ' :
(6) “"Pengurus Barang Pembantu baJk secara langsung

N _maupun tidak Iangsung dllarang melakukan keglatan

o perdagangan pekenaan pemborongan dan PenJualan Jasai»v SRR

atau o bertmdakl sebagau penjamln ~atas R

o vkegxatan/pekerjaan/PenJualan o tersebut yang R

_‘ }.f anggarannya dlbebankan pada APBD

PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

Bag;an Kesatu . :
Pnn31p Umum ce
: _ Pasa.118 R
. (1] Perencanaan , Kebutuhan BMD dlsusun dengan'l, |

" memperhatlkan kcbutuhan pela.ksanaan tugas dan fungs;: S

e
Perangkat Daerah serta ketersedlaan BMD yang ada

. (2] Ketersedxaan BMD sébagalmana d1maksud pada ayat (1) L

merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang RV

dan /3 atau Pengguna Barang

L _(3) Perencanaan BMD sebagaxmana dxmaksud pada ayat (1)'“':-.' P

harus dapat mencermmkan kebutuhan ml BMD pada SR
Perangkat Daerah sehlngga dapat d1_1ad1kan dasar dalamf o

penyusunan RKBMD l

R _': (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaxmana dlmaksud ayat (1]  ’, -

dan (3) merupakan lsalah satu dasar bag1 Perangkat'.

D acrah. dalam pengusulan Penyechaan anggaran untuk R

kebutuhan baru (new zmtzatwe) dan angka dasar (baselme) R

L . serta penyusunan rencana kerja dan anggar an.

o .  Pasal 19 |
N (1) Perencanaan Kebutuhan BMD mengacu pada Rencana
| Kex:}a PD. R |




o '.f.(z)

(3)

mengusulkan RKBMD pengadaan BMD dengan berpedomanvj,jl_b

o (1)

o . dlaJukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada d1»”;»‘75 o

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dlmaksud dalam '» ">
Pasal 18 ayat (1), kecuah untuk Penghapusan, )

berpedoman pada
a Standar Barang; . A R
b Standar Kebutuhan Barang, dan/ atau SR

Standar Harga

Standar Barang, Standar Kebutuhan Barang, dan Standarv:_"- S

Harga sebaga_\mana dlmaksud pada ayat (2) dlsusun SR

berdasarkan ketentuan peraturan perundang—undangan

| Pasal 20

“ Pengguna Barang dan/atau Kuasa : Pengguna Barang R

L o pa da standar Barang dan standar Kebutuhan Bara.ng

Pasal 21

Pengguna Barang menghlmpun usulan RKBMD yang,"' AR

o hngkungan Perangkat Daerah yang d1p1mp1nnya

s sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) kepada Pengelola' S

) .
RKBMD sebagalmana d1maksud pada ayat (2) bersama*,t'_fjf

':"Pengguna Barang dengan memperhatlkan data barang ,

-3 cm""rb o o c" 'p

Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan}‘

T i'pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang
@

B ',‘Barang, sebaga1mana d1maksud pada ayat 3) antara Iam L

: laporan Daftar Barang Pengguna buIanan, o -
laporan Daftar Barang Pengguna semestera.n,‘ e
Iaporan Daftar Barang Pengguna tahunan

."_Iaporan Daftar Barang Pengelola bulanan, »

| blaporan Daftar Barang Pengelola semesteran»
laporan Daftar Barang Pengelola tahunan, ! :”i-- | N |
laporan Daftar BMD semesteran, dan ” o

i laporan Daftar BMD tahunan :

Pengguna Barang menyampaukan ~ usulan RKBMD»'_ S

Data barang pada Pengguna Barang - dan/atau Pengelola;; R



- (5) Pengelola Barang dalam . ’mélaklikan | penclaahan

sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dlbantu Pe_]abat'j_.”:"

Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola

e (6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagalmana dlmaksudﬂ .

'pada ayat jl. (51‘) merupakan anggota T1m Anggaran'}:‘ﬁf‘ .

Pemerlntah Daerah
merupakan dasar penyusunan RKBMD

Pasal 22

{7) Hasﬂ penelaahan sebagalmana dlmaksud pada ayat [5)_'1 Lo

Sk, e et L e

RKBMD yang dltetapkan oleh Pengelola Barang dlgunakan‘”*:jf. “

R Ker_]a dan Anggaran PD

Pasai 23

c "l'__»oleh Pengguna Barang sebagal dasar penyusunan Rencana».;"f. o

| ‘”-,;_};_’(1) RKBMD pemehharaan BMD . tidak dapat dlusulkan oleh‘_'

. 5Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

g terhadap L , : .
Ca. ;»BMD yang berada dalam kondlsl rusak berat

. j»b'.:-»BMD yang sedang dalam '_st‘atus Penggunaan‘

sementara

c BMD yang sedang dalam status untuk dlopcra31kan"f

B *--_"_.oleh Plhak Lain; dan/atau S
o d. BMD yang sedang men_]adl obJek Pemanfaatan

o (2) RKBMD pemehharaan BMD sebagaxmana dlmaksud pada‘f?‘vi o

o zayat (1] huruf b dlusulkan oleh Pengguna Barang yang

S »menggunakan sementara BMD

B '-k(?;)"RKBMD pemehharaan BMD sebagalmana dxmaksud padavg__ﬂ_’: o

N _ayat (l) humf d tldak termasuk Pemanfaatan da.lam SR

L bentuk ijam Paka1 dengan Jangka Waktu kurang dan 6': g

(enam) bulan

: , Baglan Kedua o
. Llngkup Perencanaan Kebutuhan Barang M111k Daerah

I o Pasa124 _
(1) Perencanaan Kebutuhan BMD mehput1




| pércncanaén pengadaan BMD;
pcrencanaan pemeliharaan BMD;
perencanaan Pemanfaatan BMD

perencanaan Pemmdahtanganan BMD dan

> o0 TP

e. perencanaan Penghapusan BMD. _

(2) Perencanaan pengadaan BMD sebagairriana dimaksud
‘pada ayat (1) huruf a dltuangkan dalam dokumen RKBMD
Pengadaan. ’ ’

(3) Perencanaan pemehharaan BMD sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) huruf b dltuangkan dalam dokumen RKBMD
Pemeliharaan. - o o

(4) Perencanaan Pemanfaatan BMD sebagalma.na dlmaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dituangkan dalam dokumen RKB_MD
Pemanfaatan. - .

(5) Perencanaan Pemmdahtanganan BMD ‘sebagaimana
dimaksud pada ‘ayat (1) huruf d d1tuangkan dalam
dokumen RKBMD Pemmdahtanganan '

o (6) Perencanaan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud v

pada ayat (1) huruf € d1tuangkan dalam dokumen RKBMD

Penghapusan |

v v Pasal 25 ‘
Ketcntuan lebih lanjut mengenaJ. ‘tata cara penyusunan
- RKBMD sebagalmana_dlmaksud dalam Pasal 24 diatur dengan
Peraturan Bupati. = - |

 BABV
 PENGADAAN

v . _ Pasal 26 ‘

(1) Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,
efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel, ' o L

(2) Pelaksanaan :vperigvadaan' BMD dilakukéh_ sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 27

(1) Pengguna ‘Barang Wajlb menyampalkan laporan hasﬂ . -

' pengadaan BMD kepada Bupatl me1a1u1 Pengeiola Barang e

o ; untuk dltetapkan status penggunaannya

(2] Laporan hasﬂ pengadaan ‘BMD sebagalmana dlmaksud':v':"

pada ayat (1), terdlrl dan 1aporan hasﬂ pengadaan o

bulanan semesteran dan tahunan

BABVI
PENGGUNAAN el

Baglan Kesatu:f*» e e

. -,_-i: Pr1n31p Umumv: : e

ORI : S Pasa128"_
B (1) Bupatl menetapkan status Penggunaan BMD

- "'(2) Bupatl mendelegasxkan penetapan status Penggunaan atas .

BMD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) selam tanah

et “ f»dan/atau bangunan dengan kond131 tCI‘tentu kepada‘ TR

o ":"Pengelola Barang

(3) }:,Kondls1 tertentu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

o :‘-‘.kepemlhkan atau dengan n11a1 tertentu o

. antara Iam adalah BMD yang tldak mempunya1 bukt1 S

(4) Nilai tertentu sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)

-f?fvdztetapkan oIeh Bupau

- (5) ’:Penetapan status Penggunaan » BMD sebagalmana”l

(TR ’tahunan

TSP L Pasal 29
'5 f:(l) : Penggunaan BMD mehputl B
‘ }?a Penetapan status Penggunaan BMD

o b Pengahhan status Penggunaan BMD

” c Penggunaan sementara BMD dan_

| d Penetapan status Penggunaan BMD untuk dloperasxkan .
oleh Plhak Lam L

dlmaksud ayat (1) dan ayat (2) dllaksanakan secara_



-2

a.

C.

Penetapan status Penggunaan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) dﬁakukan untuk:

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan o

b. dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka‘
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi

" Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- Pasal 30

S Penetapan status Penggunaan tidak d1lakukan terhadap:

barang persedlaan,
Konstruk31 Dalam Pengerjaan (KDP),
barang yang darl awal pengadaannya dlrencanakan untuk |

, dlhlbahkan dan

)

(2

Aset Tetap Renovam (ATR)

| o Pasal 31 |
Penetapan statuv‘s Penggunaan BMD berupa tanah

dan/atau_bangun'ari dilakukan apabila diperlukan untuk

‘ kepcntingah periyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang ‘yang
bersangkutan. | - |
Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah

dan/atau bangunan Sebagaimaha dimaksud pada ayat (1)

K yang tidak dlgunakan dalam penyelenggaraan tugas dan

- fungsi Penggun Barang kepada Bupati melalm Pengelola

(3)

@

)

Barang.

Dikecualikan dari ketentuan scbagairﬁana dimaksud pada
ayat (2), apabil tana‘h-’ dan/atau bangunan sebagajinana
dimaksud  pada }ayat {2) telah direncanakan untuk
dxgunakan atau d1manfaatkan dalam Jangka waktu
tertentu yang d1tetapkan oleh Bupatx

Bupati mencabut status Penggunaan atas BMD berupa

'tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsa Pengguna Barang
sebagaimana dlmaksud ayat (2). v |
Dalam hal B} D ‘berupa tanah dan/atau bangunan
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2} tidak diserahkan



kepada Bupan Pengguna Barang dlkenakan sanksx.t o

berupa pembekuan dana pemehharaan atas BMDv

berkenaan o

. Pasal 32

(1] Bupat1 menetapkan BMD yang ha.rus dlserahkan Oleh"{,__ .

Pengguna Barang karena t1dak dxgunakan untuk

kepentmgan penyelenggaraan tugas dan fung31 Penggunaﬁ,:v: o

Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tldak o

dlmanfaatkan oleh Plhak Lain.

pada ayat (1) Bupat1 memperhatlkan
L - dan menunjang tugas dan fung31 Pengguna Barang,

N "vbangunan, _dan/atau

PR sumber lam

| (2) Dalam menetapkan penyerahén sebaém?ﬁaha }dxmaksuclif .} ,-:v'»:l -
- ,a‘._‘ ,,_Standar Kebutuhan Barang untuk menyelen‘ggarakan:._‘f‘
b hasil audlt atas Penggunaan tanah dan/ atau
c laporan,‘ data dan lhforma81 byaﬁg d1peroleh darl

(3) Sumber laln sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf c'-" SR

" antara lam termasuk has11 pelaksanaan pengaWasan dan R

pengendal;an yang dxlakukan oleh Pengelola Barang atau’.-" ‘o

Bupat1 dan laporan dan masyarakat

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas’ penyerahan BMD“V o

.: _‘ sebaga:mana d1maksud pada ayat (I) mehpun
‘ a. penetapan status Penggunaan, .
e b Pemanfaatan, atau B

C. - Pemmdal;tanganan,
Bag1an Kedua ST
Penetapan Status Penggunaan BMD O
Paragraf Kesatu

o > Penetapan Status Penggunaan Barang M111k Daerah
" ' Oleh Bupatl S ’

S Pasa133 |
(1} Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan



. status Penggunaan BMD yang dlperoleh dan beban APBD o B

L dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupat1

@) ’Pengajuan permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat'v :
B V_"‘v(l) dilakukan setelah dlterlmanya BMD berdasarkan“» S

o ::":'z?ﬂdokumcn penenmaan barang pada tahun anggaran Yangv -

. berkenaan. -

o ,7.,‘3’.'-;.‘;(3]:Permohonan penetapan Status Pcnggunaan BMD;[ :
o sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) d1a3ukan secara .

e :tertuhs oleh™ Pengguna Barang kepada Bupatl palmg" :

o lambat pada akhlr tahun berkenaan R

(4) Ketentuari leblh lanjut mengena1 tata cara. Penetapa.nf i o

Status Penggunaan BMD oleh Bupatl sebagalmana S

L dlmaksud pada ayat (3) d1atur dengan Peraturan Bupatl
o Paragra.f Kedua ) _
Penetapan Status Penggunaan Barang Mlhk Daerah

Oleh Pengelola Ba.rang

Pasal 34

sebagajmana dlmaksud dalam Pasal 33

(2) Ketentuan Iebxh lanjut mengenal tata cara Penetapan*:_»l

Peraturan Bupat1 o e

| Baglan Ketlga e
Pengahhan Status Penggunaan BMD D

. . Pasal35 R R
(1) BMD dapat dllakukan pengahhan status Penggunaanv o

antar Pengguna Barang

(1) Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan barang o -
berdasarkan kewenangan yang d1delegas1kan oleh Bupau”;‘;. R

Status Penggunaan _ BMD oleh Pengelola Barang
sebagaurnana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan,

(2) Pengahhan status Penggunaan sebagalmana dlmaksud ’

pada ayat (1) d11akukan berdasarkan B
Imsxatlf dar1 Bupatl dan Car




(3)

{1)

b. Permohonan dari Pengguna Barang lama
Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengalxhan
Status Penggunaan BMD sebagalmana d1maksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

~ Bagian Keempat

'_Pen‘ggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 36
BMD yang telah dltetapkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang dapat dlgunakan sementara oleh»

Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu |

- tanpa harus mengubah status Penggunaan BMD tersebut

. setelah terlcbxh dahulu mendapatkan persetujuan Bupah,

@

Pénggunaan sementara BMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dllakukan untuk Jangka waktu :

a. paling lama 5 (11ma) tahun dan dapat dlperpanjang
untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan,_
vdan/atau ' ’

 b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ‘dip’erp'anjang‘ B

(3)

(1)

©

untuk BMD selain tanah dan/ atau bangunan.

Penggunaan sementara BMD dalam jangka waktu kurang

dari 6 (cnam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 37 N '
Penggunaan sementara. BMD sebaga.irnaha dimaksud

dalam Pasal 3 6 dituangkan dalam perjanjian.}éntara

- Pengguna Barang dengah’ Peng'guna Barang sementara.

Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka
waktu Penggunvaén sementara sebagaimana diinaksud,
pada ayat (1) dxbcbankan kcpada Pengguna Barang/ Kuasa
Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD

, bersangkutan.



o

Pasal 38

F:VKetentuan leblh lanjut mengenal tata cara Penggunaan ,‘,
L :.’-;"Sementara BMD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 37

d1atur dengan Peraturan BUPatl ST

: -Baglan Kehma

5 Penetapan Status Penggunaan BMD Untuk D10pera31kan

: Oleh Plhak La1n )

et Pasa139 : o
BMD yang telah dltetapkan status penggunaannya pada _

Pengguna Barang, dapat d1gunakan untuk dxoperasxkan ’

R oleh Plhak Lam

- "sebagalmana dlmaksud pada ayat (1 dllakukan dalam

".‘rangka menjalankan pelayanan umum sesua1 tugas danA »’ I

Penggunaan BMD untuk dlopera31kan oleh P1hak Lam‘: :

L fungsi yang bersangkutan

B |
L Sebagalmana dxmaksud pada ayat (2) dltuangkan d alam o
| .}:perjanjlan antara Pengguna Barang dengan plmplnan;
fvb~zv_.;b_’,P1hak Lam T g SRR -
o :waktu penggunaan BMD untuk dloperaszkan oleh Pihak o

Penggunaan BMD untuk dloperasxkan oleh Plhak Laln'

Bxaya pemehharaan BMD yang txrnbul selama ]angka“.'j’l‘,

e ;Lam dxbebankan pada Plhak Lam yang mengoperamkanva

. '{_JBMD.H R

melakukan pengahhan atas pengopera51an BMD tersebutv R

_Plhak Laln yang :mengoperas1kan BMD dllarang‘

S "zkkepada ‘pihak Iamnya dan/ atau memmda.htang&lnl‘i""n v:'- :

BMD bersangkutan LR TR ‘, R : ,

| ('6)}!{Bupat1 ‘dapat menarlk penetapan status BMD untuk'f"‘ H
'.‘.-'dloperamkan oleh Plhak Laln dalam hal Pemermtahi*‘»»-7:[:.’:.
Daerah akan menggunakan ,V kemball - untuk .

B .penyelenggaraan Pemermtah Daerah atau p1hak lamnya




Pasal 40

Ketentuan leb1h lanJut mengena1 tata cara Penggunaan BMD s

yang dloperamkan oleh Plhak Lam sebagalmana dlmaksud-: R

dalam Pasal 39 dlatur dengan Peratura.n Bupat1 R o

BABVII L
PEMANFAATAN

 : Baglan Kesatu .

Prmsxp Umum - L

PR R Pasal4l
(1) Pemanfaatan BMD d1laksanakan oleh

' a. Pcngelola Barang dengan persetujuan Bupatl untuk‘*

o BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola._7¢ '.', ,‘

o Barang, dan

L b in‘Pengguna Barang dengan persetu_]uan Pengelola_::v-i:'_v SRR

o o fBarang, untuk BMD berupa sebaglan tanah dan/ atauv;v'_f

ey f’bangunan yang masnh dlgunakan oleh Pengguna o

e Barang, dan selam tanah dan/ atau bangunan

o “‘(2) Pemanfaatan ~ BMD dilaksanakan berdasarkanj,_";

pertunbangan tekms dengan memperhatlkan kepentmga_n :

Daerah dan kepentmgan umum

(3) Pemanfaatan BMD dapat dllakukan sepanjang t1dak"v‘ S

penyelenggaraan pemerlntahan Daerah

Pasal 42

LT ‘,-‘».:(1) Bxaya pemehharaan dan pengamanan BMD serta b:aya’

pelaksanaan yang menjach obJek Pemanfaatan dlbebankan |

pada rmtra Pemanfaatan

.;:">(2) Blaya persxapan ‘ Pemanfaatan BMD sampa1 denganmbf-v-.f‘

penunjukkan mltra Pemanfaatan d1bebankan pada APBD.

L (3) Pendapatan Daerah dan Pemanfaatan BMD merupakan.v,v_ o

penerlmaan Daerah yang wajzb dlsetorkan seluruhnya ke |

o rekemng Kas Umum Daerah



o pcnyelenggaraan pelayanan umum sesua1 dengan tugas S

',"’Umum Daerah mempakan penenmaan Daerah yang? R

o dlsetorkan seluruhnya ke rekenmg Kas Umurn Daerah ST

it

' ,dljammkan atau dlgadaukan h

Pendapatan Daerah dan Pemanfaatan BMD dalam rangka

o ’vdan fung31 Badan Layanan Umum Daerah merupakan S
‘penerlmaan Daerah yang dlsetorkan seiuruhnya ke :

S -rekenmg kas. Badan Layanan Umum Daerah o

®

Pendapatan Daerah dar1 Pemanfaatan BMD dalam rangka-' f A
~ sclain penyelenggaraan tugas dan fung31 Badan Layanan‘_;‘__. .

 ':‘;" Pasal 43

BMD yang ) menjad1 . obJek Pemanfaatan d11arang”;.f_;}.:". .

BMD yang merupakan obJek I’etrlbUSI Daerah t1dak dapat,v Ll

dlkenakan scbagal obJek Pemanfaatan BMD

Pasal 44

o '....Bentuk Pemanfaatan BMD berupa o

a.

S M1tra Pemanfaatan mehputl

b

ijam Paka1
»'-‘KSP; e

. .FBGS atau BSG dan
KSPI |

’ Sewa,

Baglan Kedua

M1tra Pemanfaatan S

Pasal 45 : o

_'Penyewa untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa, S .
QPCmmjam Paka.l untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk'
-‘»"Pm_]am Paka1 R » o “
. mitra KSP untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP L
. ‘mitra’ BGS / BSG untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk,;] L
v_.'BGS/BSG dan
;’-:“;‘rnltra KSPL, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPL.



" Mltra Pemanfaatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 45»".,;', v

Pasal 46

i memlllkl tanggung jawab: _ ‘ o
.}melakukan pembayaran atas Pemanfaatan BMD sesua1 L
- bentuk Pemanfaatan; ‘ o Sy ‘» |
j;menyerahkan hasﬂ pelaksanaan Pemanfaatan sesual - |
‘f:‘ketentuan bentuk Pemanfaatan,_}_u R o o -
A::vmelakukan pengamanan dan’ ;ﬁemehharaan atas BMD..~ e et
:‘-yang dllakukan Pemanfaatan dan has1l pelaksanaan
];'_!Pemanfaatan BMD ’ S o
.‘_s’vmengembahkan BMD setelah berakhlrnya pelaks anaan o
dan

.‘"f‘:mernenuhl kewajlban lamnya Yang dltentukan dalam : SR

o _"v»per}anjlan Pemanfaatan BMD

W
e 5{bangunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a -

luas tanah dan/atau bangunan yang . rnenJad1 objek'f‘f.}.;"

Pasal 47

ObJek Pemanfaatan BMD mehputl
LA tanah dan/atau bangunan, dan ',: 

- b, selam tanah dan/atau bangunan

..i,(z)»;objek Pemanfaatan BMD berupa | fvan»éh ) dan/atati | L

R : .)'dapat dllakukan untuk sebaglan atau keseluruhannya -
Y

o dan/atau bangunan sebagmmana dlmaksud pada ayat @),

Dalam hal objek Pemanfaatan BMD berupa sebaglan tanah '

K ,Pemanfaatan BMD adalah sebesar luas baglan tanah"-.f»,

o _ dan / atau bangunan yang dlmanfaatkan

L Bag1an Ketxga

A : o Pemxhhan Dan Penetapan Mltra Pemanfaatan BMD

Pasal 48

Pemlhhan rmtm d1dasarkar1 pada prmsup prlnsup

. dxlaksanakan secara terbuka S
,sekurang—kurangnya dukut1 oIeh 3 (tlga) pcserta
. mernperoleh manfaat yang optlmal bagl Daerah

‘dllaksanakan B oleh pamtla pemlhhan yang memlhkr




- integritas, handal dan kompeten;
" e. tertib administrasi; dan

f. tertib pelaporan.

‘Pasal 49 _

(1) Pelaksana pem1hhan mitra Pcmanfaatan berupa KSP pada »
- Pengelola Barang atau BGS / BSG terdm atas:

a. Pengelola Barang, dan 7

b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola

| Barang | R X | o

@ Pelaksana pemlhhan mltra Pemanfaatan berupa KSP pada )

" Pengguna Barang terdiri atas: |

a. Pengguna Barang, dan

b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna' -

Barang

Pasal 50 ,
" Pemilihan mitra Pemanfaatan dilakukan melaluiv Tender,
cecuatic - . R o
a. dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP
- merupakan BMD yang bers1fat khusus, pemlhhan mltra .
“dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung; -
~ b. dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai -
pemilihan mitra Pemanfaatan dxdasa.rkan atas hasil
penelitian atas permohonan Pm_;am Pakai oleh mitra

Pemanfaatan;

v _ ‘ Pasal 51
(1‘)» Dalam pemlhhan rmtra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG,
' ‘Pengelola Barang/Pengguna Barang ‘memiliki tugas dan .
~ kewenangan sebagai berikut: B
a. menetapkan rencana umum pemxhha.n, antara lain-
persyaratan pcserta calon mitra dan prosedur kerja
panitia pemilihan;

b. menetapkan rencana pelaksanaan permhhan, yang
~meliputi: "

1. kemampuan keuangan;



o

@
- pada ayat (1), . apab1la dlperlukan, Pengelola Barang/_, :

2 spcs.1ﬁka81 teknis; dan
3 rancangan perjanjian. |

menetapkan panitia pemlhhan;

d. menetapkan jadwal proses - pemilihan  mitra

berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;

meriyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra

}dcngan pamua pem1hhan, dalam hal texjadx perbedaan

pendapat

membatalkan Tender, dalam hal:

1 pelaksanaa.n - pemilihan  tidak  sesuai atau
menylmpang dan dokumen pemlhhan, o '}

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi,
korupsi, ‘nepotisme yang melibatkan  panitia
pemilihan ternyata terbukti benar; '

menetapkan mltra, ‘ ‘

mengawam penynnpanan dan pemehharaan dokumen

permhhan mitra; dan

melaporkan hasﬂ pelaksanaan pemlhhan mitra kepada

Bupatl | ’

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksuvd»

) Pengguna Barang dapat

)

- a.
b,

menetapkan Tim pendukung; dan/atau

‘mélaku:kan,v vtugas dan kewenangan lain dalam

kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna

Barang sebagmmana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 12. ' '

Pasal 52

Panitia pemilihan sekurang-kurangnya. terdiri atas:
a. ketua; |

b, sekretaris; dan -

- c. anggota.



(2) Keanggotaan pamha pemﬂlhan sebagalmana dlmaksud ” -
- pada : ayat ( ) berjumlah gasal dltetapkan sesua1. v
kebutuhan, paling sedikit 5 (hma) orang, yang terdln atas:

' a unsur dari Pengelola Barang dan  dapat o
'_menglkutsertakan unsur dan PD/umt kerja Iam yangv‘ R

i o kompeten, untuk pem1hhan mltra Pemanfaatan KSP’?‘}[
~ BMD pada Pengelola Barang, | i

. 5.{7.b..:_unsur dan Pcngguna Barang dan' dapat’:"

o BMD pada Pengguna Barang, dan

 :- _' menglkutsertakan unsur dar1 PD/unlt kerja lam yang o

f.kompeten, untuk pemlhhan mxtra Pemanfaatan KSPF.: TR

c _unsur dar Pengelola Barang serta dapat SRR

RaE kompeten untuk Pemlhhan m1tra BGS/ BSG

' dlkctueu oleh

" a’ Unsur dar1 Pengelola Barang, untuk P'ﬁmﬂlhan rmtrabll‘ ’:

‘»menglkutsertakan unsur dari PD /umt kerja lam yang o

R (3) Panma permhhan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),' e

. Pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola Barang atauv‘;‘

'YBGS /BSG; dan

o lbb.'j’ unsur dan Pengguna Barang, ,untuk permhhan mxtra“v"f;jf- B

- Pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna Barang.

L v‘-(4):v,Aparat Pengawasan Intern Pemermtah dllarang dltunjuk‘-:j: -

o dalam keanggotaan pamtla pemlhhan '

Pasal 53 £

B ._‘bvsebagal pan1t1a pemlllhan P AN

‘ »1ntegr1tas

untuk melaksanakan tugas, S

| v'vpengelolaan BMD v o . R v
o d.v:jmampu mengambll keputusan dan bertmdak tegas
s ei. »t1dak menjabat sebagaJ. pengelola keua.ngan
(2) Persyaratan ‘ sebagalmana : dlmaksud pada ayat '(1]

(1) ’;Persyaratan yang harus dlpenuh1 i_infuk' A'ditct’apllgtlénf, S
B a 'memlhki mtegrxtas,. yang dmyatakan dengan pakta
RNt "b.:v-b'memﬂlkl tanggung Jawab dan pengetahuan teknlsv-,- " ,

‘c. memiliki - pengetahuan yang memada1 d1 bldang R



e ‘,v“'}"‘sekurang-kurangnya mehputl

e |
o dengan golongan pahng rendah il / b atau yang setara, o

L

. a menyusun rencana _]adwal proses permhhan mitra dan_f".:; .

R .f',tender gagal atau pem1hhan mltra t1dak d1lakukan |

s ,‘.;tender/ selek31 langsung/penunjukan langsung kepa da o

t1dak sedang menjalam hukuman dlSlphn dan

mem111k1 kemampuan kerja secara berkelompok dalam S

- »melaksanakan setlap tugas / pekerjaannya

Pasal 54

Tugas dan kewenangan pan1t1a pem1hhan mehputl

'menyampalkannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna"}"_g L
‘ Barang untuk mendapatkan penetapan, o T
. menetapkan dokumen pemlhhan, ) o o v
. mengumumkan pelaksanaan pemlhhan mltra dx medlav' :
massa naszonal dan d1 webszte Pemerlntah Daerah"' :
,}’masmg masmg, T T o CL
. melakukan penehtlan kua11ﬁkas1 peserta calon mltra, _ B

.Lmelakukan evaiuasa admlmstram dan tekms terhadap o
, penawaran yang masuk R A
jmenyatakan tender gagal

.'melakukan tender dengan peserta calon mltra yangf,

lulus kuahﬁkam

.melakukan neg031a31 dengan calon mltra dalam hal"

‘ melalul tender

.__'mengusulkan calon '. miﬁra ’ berdasarkan hasﬂ‘f

~ Pengelola Barang/ Pengguna Barang;

K-—nv .

> x_perubahan materl pez‘jan_]la_n kepada Pengelola”_;:"”’

e

A ':per_}anjlan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf 1

. '::menynnpan dokumen ash pemlhhan _ e
;"membuat laporan pertanggunglawaban mengenal proses‘."
"_'dan . hasﬂ permhhan ’ kepada Pengelola Barang/ o

Pengguna Barang, dan L o o

.:fmengusulkan perubahan spe81ﬁkas1 tekms dan/atau o

y :{»Barang / Pengguna Barang, dalam hal dlperlukan '

Perubahan spesnﬁkasa tekms dan perubahan maten

berstatus pegawali negerl 81p11 pemcrmtah daerah%.:"



S ’dxlaksanakan setelah mendapat persetujuan dan Bupatr:. i

'v_~'untuk BMD yang usulan _' pemanfaatannya atas,{

o vpersetujuan Bupati.

'(3] Perubahan spemﬁkaSI tekms dan perubahan maten o

vperjanjlan ‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf 11‘ SO

o d11aksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola c

: persetu]uan Pengelola Barang

Pasal 55

RN .’1,Barang untuk BMD yang usulan pemanfaatannya atasf»”

*"2(1‘]'Pem1hhan mltra yang dllakukan mclalul mekamsme N

o waij mcmenuh1 persyaratan kuahﬁkam sebagau berikut:

g mehpuu L |
L berbentuk badan hukum, - .
mem111k1 Nomor Pokok Wajlb Pa_]ak (NPWP)

2
o ‘v",»vs;membuat surat Pakta Integntas, -
4

L j.;itender calon m1tra Pemanfaatan KSP dan/ atau BGS/ BSG : _—

B a' Persyaratan adm1n1strat1f sekurang-kurangnya} O

fmenyampaikanv dokumen penawaran bes'e’rta-f---’ o

s :dokumen pendukungnya, dan - N
. 5 memiliki domlslh tetap dan alamat yang _]elas
‘b’,}v}_Persyaratan tekms sekurang-kurangnya mehpuu o

L cakap menurut hukum,

barang/ Jasa Pemenntah

tekrus dan manajenal dan

pelaksanaan pekerjaan

. 2 tidak masuk dalam daftar hltam pada pengadaan
"::; 3 memlhkl keahhan, pengalaman,, dan kemampuan L

v:_'jv:‘:,4 mem1hk1 sumber daya manus1a, modal peralatan“'.".,,,“.‘""

vv,da fas:htas . lam yang dxperlukan ,dalam o

(2) peJ‘E‘ba"/ pegawai pada Pemermtah Daerah atau p1hak yang |

«mermhkl hubungan keluarga, . balk dengan Pengelola :

"-""Barang/Pengguna Barang, 'l‘1m pemanfaatan maupun",,‘,"" E

o "v“pan1t1a permhhan, sampal dengan derajat ketlga dllarangf

o menjadx calon m:tra




. o Pasal 56
(1) Pengelola Barang/Pengguna ‘Barang menyed1akan biaya
' untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang

d1b1aya1 dari APBD, yang meliputi:

a. honorarium panitia pemilihan rmtra

~ b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman
_ulang, o | | '

c. biaya penggandaan dokumen, dan _ v
biaya lamnya yang dzperlukan untuk mendukung‘
pelaksanaan pemlhhan mltra v,

(2) Honorarium pamtxa permhhan rmtra Sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dltetapkan dengan .f

_ Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

. Tender

- Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 57

B ';‘Tender dllakukan untuk mengalokasxkan hak Pemanfaatan

- BMD kepada rrntra yang tepat dalam rangka mewujudkan :
‘Pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimali. -

Pasal 58
. Tahapan tender mehputx B

A, pengumuman

o

pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran,;
penelitian kualifikasi;

pemanggilan‘peserta calon mitra;

pelaksanaan tender; dan

SE=2 I T R - N

pengusulan dan penetapari mitra Pemanfaatah.



Lo Pasal 59 R
| Ketentuan mengenau tata cara pelaksanaan tahapan tender ’
‘ sebagaxmana d1maksud dalam Pasal 58 dlatur leblh la.n_;ut

- dengan Peraturan Bupatx

e Paragraf }‘v(e-duéi" T

Tender Gagal
L Pasa160

b’}'v(1) Pamtla permhhan menyatakan tender gagal apablia

- ""‘f‘kuahﬁkasl, T e

. sehat

. .Daerah 1n1, atau

d V- vcalon mltra mengundurkan d1r1

Ca. t1dak terdapat peserta calon m1tra yang lulusvz;
b f?dltemukan buktl/ll’ldlkaSI terJad1 persamgan t1dak' SN

ev.'bidokumeq pemlhhan t1dak sesua1 dengan Peratura_n el

R (2) Apablla tender gagal tldak dlberxkan gantl rugl kepada‘ S

peserta calon mltra IR

Paragraf Ketlga
Tender Ulang

Pasal 6 1

| v(l) Panma permllhan menyatakan tender ulang apabxla
Pasal 60 ayat (1) atau
3 (tlga) peserta

sebagal tender ulang, pamtla pemlhhan segera melakukan

Pemermtah Daerah

o . proses dﬂanjutkan dengan mekamsme tender

a tender dmyatakan gagal sebaga1mana d1makslfld dalam;_; R
b peserta calon mltra yang menglkutz tender kurang‘dan;;j .
e (2) Terhadap tender Yang‘ drnyatakan pan‘rtlav pemxhhan :
Pengumuman ulang d}x‘ medla massg}nasmnal dan- webszte}_f

- -lf,,'f~i’}'z(3) Dalam hal tender ulang sebagaumana dlmaksud pada ayat |
(2) terdapat palxng Sed1k1t 3 (tlga) peserta calon m1tra, S



Isarégfaf Ke'empat: S
Seleks1 Langsung

Pasal 62

E ""(1) Dalam hal setelah dllakukan pengumuman ulang"ﬂ;_-‘.‘

sebagalmana d1maksud dalam Pasal 61 ayat (2), pesertaf;~ o

calon m1tra yang menglkuu tender ulang terdxn atas 2

(dua) peserta maka pamtla pem111han menyatakan tender L o

ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleks1 langsung

o ,:“:(2) Selek81 langsung dllakukan dengan 2 (dua) calon rmtra::"j '

yang meng1kut1 tender leg sebagalmana dlmaksud pada’ .

- (3) Tahapan scleks1 langsung terdm atas

R a pembukaan dokumen penawaran,_

“b. nego siasi; dan

‘ c pengusulan - calon mltra 'kepadg s Pengelolé. T

Barang/ Pengguna Barang

ol :,  (4) Proses dalam tahapan seleks1 langsung dllakukan sepertlf

halnya proses tahapan tendcr j SRR

Pasal 63

AR ?‘::"}i._:(l) Neg031a31 dllakukan terhadap tekms pelaksanaan

R U’_Pemanfaatan dan konsep maten per_]a.njlan I

('2‘)‘Selam hal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) untuk'-‘ -
"_’,_-,Pemanfaatanv BGS/BSG .neg051a31 Juga dllakukan’v‘ |
:terhadap pors1 baglan Pemcnntah Daerah da.n obJek

‘BGS/E BSG yang dxlakukan pemanfaatan

- ':‘(S)IKetentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG o
. termasuk - perubahan yang mengaklbatkan penurunan SRR

b;',,':kontrlbum tetap dan pembaguan keuntungan untuk e

Pemanfaatan KSP atau kontnbusa ‘tahunan untuk . R

- Pemanfaatan BGS / BSG dllarang untuk d1negos1a31kan

-E:i_. (4) Segala sesuatu ya_ng dlblcarakan dalarn forum- neg081aS1 ’

dan hasﬂ neg031a31 d1tuangkan dalam benta acara.;‘f':; R

Q, :negomasx yang dxtandatangam oleh pamtla pemxhhan dan

R peserta cann mltra




| Pasal 64
(1) Pamtxa permhhan mela.kukan penelma.n terhadap benta |
acara neg031as1 melalm cara perbandingan antara hasxl
negosiasi masmg—masmg peserta calon mitra.
“{2) Panma permhhan menyampalkan usulan  peserta calon
- mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola
Barang/ Pengguna Ba.rang untuk dapat d1tetapkan sebaga1 ’
 mitra, o . . .
(3) Usulan sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (2) disertai

~ dengan ‘dasar pertxmbangan dan melampirkan dokumen

pemlllhan
 Paragraf Kelima
- Penunjukkan Langsung

: Pasal 65 |
(1) Dalam hal setelah  dilakukan pengumuman ulang »

- v}sebag‘airrian'a dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), peserta

~calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri
~atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan
‘tender - ulang gagal dan selanjutnya melakukan
penunjukan langsung

' (2) Penunjukan langsung dllakukan terhadap 1 (satu) calon

mitra yang mengikuti tender ulang sebagaumana dimaksud
pada ayat (1). | \ .

(3) Proses tahapan selek31 langsung sebaga1mana dlmaksud }
"dalam Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap proses
dalam tahapan penunjukan langsung

» Pasa.l 66

| Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan
penunjukkan Iangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (2) dan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadap}
penunjukkan langsung pada KSP atas BMD yang bersifat
khusus sebagaimana di}maksud:dalam Pasal 50 huruf a. .



Bagian Kelima

Sewa

~ Paragraf Kesatu
 Prinsip Umum

_ v v Pasal67
(1) Penyewaan BMD dxlakukan dengan tujuan: -
. a mengopnmalkan pendayagunaan  BMD - yang |
}belum/udak,  dilakukan  Penggunaan dalam
| pelaksé;naéh - tugas‘- dan fungsi penyelenggéraan
1 pemenntahan Daerah |
b. memperoleh fasmtas yang dlperlukan dalam rangka -
menunjang . tugas dan fungsi Pengguna Barang; |
* dan/atau ' ' v |
c. mencegah Pehggunaan BMD voleh' Pihak Lain seéara :
"";tidak wn . - . :
(2) Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak'merugikan “
Pemenntah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan v

tugas dan fung31 penyelenggaraan pemenntahan Daerah

Pasal 68

'(1) BMD yang dapat dxsewa berupa

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah dlserahka.n :

oleh Pengguna Barang kepada Bupati; '

'b. sebagian tanah dan/atau’ bangunan yang masih -.

- -digunakan oleh Perigguna Barang; dan/atau '

c. selain tanah dan/atau bangunan. : _

(2) Sewa BMD sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dllaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat |

persetujuan Bupat1 ‘ |

- (3) Sewa BMD sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, |

dan huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah’_f

mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

- (4) Pihak Lavinv yang dapat inényewei BMD, meliputi:
a. Badaﬁ Usaha Milik Negara;
b, Badan Usaha Milik Dacrah;



(5)

(1)

(2)

(3)

‘s‘qdr".op-,o.d

c.b Swasta; dan

d. Badan hukum lainnya.

Swasta sebagaxmana d1maksud pada ayat (4) huruf c,
antara lain :

perorangan; B

persekutuan perdata;

persekutuan firma;

persekutﬁan komanditer;
,perséroan terbatas;

lembaga/ orgamsam mternasxonal/ asing;
- yayasan; atau o

. kopcrasx.

Paragraf Kedua

. Jangka Waktu Sewa

Pasal 69
Jangka waktu Sewa BMD pahng lama 5 (llma) tahun sejakv_
dltandatangam perjanjlan dan dapat d1perpan_1ang.
Jéngka waktu S?ewab BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat lebih dari 5 (llma) tahun dan dapat
diperpanjang untuk ' |
a. kerja sama mfrastruktur,
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan

~waktu Sewa lebih dari 5 (limaj tahun; atau

c.‘fdltentukan lain dalam ~ ketentuan peraturan o

- perundang- undangan

Jangka waktu - Sewa BMD untuk keglatan dengan -

»karakterlstlk usaha yang memerlukan lebih dan S (lima}

) tahun qebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf b

' "dllakukan bcrdasarkan perh1tungan hasil kaJ1an atas Sewa

@

yang dilakukan oleh pihak yang bcrkompcten

Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

,‘.dapat dlhltung berdasarkan per1odesnas Sewa yang» )

dxkelompokkan sebagax berlkut
a. -per tahun;

b. per bulan;



c per han, dan

d perjam E

75._(5) Jangka waktu Sewa BMD dalam rangka ker_]a sama
" lnfrastruktur sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) hurufa- S

pahng lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dlperpanjang 1

(satu) kah

- Pasal 70 R

ngkup Pemanfaatan BMD d alam rangka keqa Sama £y

. }mfrastruktur dapat dllaksanakan melalm Sewa mempedomam o o

e b.,“‘ifketentuan perundang-undangan

:;‘L Paragraf Ketlga

Formula Tanf/Besaran Sewa -

Pasal 71

o (1) Formula tanf / besaran Sewa BMD dltetapkan oleh Bupatl

S a untuk BMD berupa tanah dan/ atau bangunan, dan
b untuk BMD berupa selam tanah dan/ atau bangunan

(2) Besaran Sewa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah i

SR besaran mlal nommal Sewa BMD

“:(3)' :Besaran Sewa atas BMD untuk kcrja sama mfrastruktur S

o sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 69 ayat ) huruf a

:‘v’atau untuk keglatan dengan karakterlstlk usaha yang : : [

memerlukan | waktu Sewa lebih dari 5 (hma) ta.hun»}'”

L sebagalmana dlmaksud dala.m Pasal 69 ayat (2) huruf b

e f':xi,;.,fdapat mempertlmbangkan mlm keekonomlan dan masmg- |

Lo v-‘maSmg Jems 1nfrastruktur

s “(4‘);Mempert1mbangkan n11a.1 keekonomlan,, sébagéirriéha"

dimaksud pada ayat '(3)'.,» antara lam dengan

" .:.men'lpertxmbangkém daya b<311/ kemampuan | membayarv,‘:""" B

o (abmty to pay} masyarakat dan/ atau kemauan membayar o

i (wdlmgness to pay) masyarakat

: d1maksud pada ayat (1) d1atur 1eb1h lanjut denganv»’ -

s o Peraturan Bupan AT




a
'r’-b

- _‘C

o -
: v;.'-;Pasai 72 huruf a dlperuntukkan bag1 kegxatan yang*’_'_:_,v

Paragraf Keempat

o J enis Kegzatan Usaha Penyewa

Pasal 72

1 :Jems keglatan usaha penyewa dlkelompokkan atas -

keglatan blSl’llS e
kegiatan non blSI‘llS dan o

keglatan somal

: Pasal 73

Kelompok keg1atan blSIllS sebagalmana d1maksud dalam.x

o -vvberorlentas1 untuk mencan keuntungan, antara lam

;'_fia perdagangan, o

b Jasa, cian

R c. mdustn
dalam Pasal 72 huruf b dlperuntukkan bag1 keglatan yang‘

Kelompok keglatan non blSI‘llS sebagalmana dlmaksud

SR f,menarlk 1mbalan atas barang atau Jasa yang dlberlkan‘ .

’namun tldak mencan keuntungan antara 1a1n v
a _'pelayanan kepentmgan umum yang memungut blaya‘ o )

dalam ' Jumlah tertentu ataui terdapat potensx

keuntungan ba1k matenl maupun 1mmater11

o b. ',»penyelenggaraan pend1d1kan nas1onal

v- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawau atau fas111tas_",

o fyang dxpcrlukan dalam rangka menunjang tugas dan R
) fungsl Pengguna Barang, dan R -
N : d keg1atan lalnnya yang memenuhx krlterla non blSI‘llS
o '_Pasal 72 huruf c dlperuntukkan bagi keglatan yang tidak TR

Kelompok keglatan sosxal sebaga;mana dlmaksud dMM' R

':“n’:,'menarxk 1mbalan atas . barang/;asa yang d1ber1kan" “

"""dan/atau tldak beronentasx mencan keuntungan, antara o

a : pelayanan kepentmgan umum yang txdak memungut; an
| "'-".,\v_blaya dan / atau txdak terdapat potenS1 keuntungan,

o b.""»‘ "keglatan 8031al

C. keglatan keagamaan, o




. kegiatan kemanusiaan;

kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan

‘pemermtahan, dan

| keglatan lamnya yang memenuh1 kntena sosxal

o Paragraf Kelima

~_ Perjanjian Sewa

Pasal 74

(1) Penyewaan BMD dltuangkan dalam’ per_lanpan Sewa yang

a.

@)

- a.
b.

C0

g
- h.

(3)

_ dltandatangam olch penyewa dan :
‘Pengelola Barang, untuk BMD yang bcrada pada
'Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

. Bupatl, dan

Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada
Pengguna Bara.ng setelah mendapat persetu_]uan a

Pengelola Barang

Perjanjian Sewa sebagalmana d1maksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat

“dasar per_]an_uan,

para pihak yang terikat dalam perjanjian;
jenis, Iuas atau Jumlah barang, besaran sewa dan
Jangka waktu, ‘

besaran dan Jangka"waktu seWa, termasuk periodeSitas

: sewa, ,

vtanggung _]awab penyewa atas blaya operaswnal dan

pemehharaan selama Jangka waktu sewa;
peruntukan sewa, termasuk: kelompok jenis kegiatan
usaha dan kategon bentuk kelembagaan penyewa;

hak dan kewa_uban para plhak dan

‘hal lain yang dlanggap perlu.

Penandatanganan pexjanjlan Sewa sebagaimana dimaksud

~pada ayat (1) d1lakukan di kertas bermatera1 sesuaJ

@

ketentuan peraturan perundang-undanga.n

Seluruh }b1aya} yang vt1mbu1 dalam rangka pembuatan

- perjanjian Sewa ditanggung penyewa.




~ Paragraf Keenam
| Pembéj'aran Sewa
, Pasal 75
(1) Hasﬂ Sewa BMD merupakan penerzmaan Daerah dan»,
: seluruhnya waJ1b dlsetorkan ke rekemng Kas Umum.
Daerah. N , , : v

(2‘) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara -
tunai paling ‘lambat 2 (dua) hari kexja sebelum

dltandatangamnya perjanjian Sewa BMD.

- (3) Pembayaran uang Sewa sebagalmana dimaksud pada ayat :

(2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai -
~ kepada bendahara penenmaan atau menyetorkannya ke
’ rekenmg Kas Umum Daerah.
(4) Pembayaran uang Sewa sebagaumana dimaksud pada ayat -
(2), dan ayat (3) dxbuktlkan dengan menyerahkan bukti
setor eebagal salah satu dokumen pada lampiran yang"‘
menJadl baglan tidak terp1sahkan dari peljanjlan sewa.

| 1 Pasal 76. |

(1) DikeCualikan dai'i ketentuan sebagaimana dimaksud |

| dalam Pasal 75 ayat (2), penyetoran uang Sewa BMD

untuk KSPI dapat dﬂakukan secara. bertahap dengan

persetu;uan Pengelola Barang i

(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagalmana dlmaksud -

pada ayat (1) Wajlb dllaporkan kepada Bupati. v

' (3) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagalmana :
d1maksud pada ayat (1) dltuangkan dalam per;]anjlan

Sewa ’ ' |

(4) Penyetoranl uang Sewa ,"s’ecara bertahap sebagaimana‘
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan

. memperhltungkan nilai -sekarang dari setiap - tahap
~ pembayaran berdasarkan besaran Sewa hasil perhitungan

tarif sewa. . -

| (5) Perhltungan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (4) dapat

memlnta masukan dari Penilai. - ‘

| (6) Penyetoran uang Sewa BMD secara bertahap se.bagannanav



(7

dlmaksud pada ayat (3) dllakukan sepanjang penycwa’
tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek
finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan
dengan surat pernyataan. | ,‘
Surat pernyataan sebagalmana dimaksud pada ayat (6)

ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya

‘memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut

dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas

secara bertahap

o P}arégraf Ketujuh

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 77

Jangka waktu fSeWé_. BMD dapat' diperpanjang : dengan

persetujuan :

a.

b,

Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang,
Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna

Barang. .

Pasal 78

Sewa berakhir apabila :

a
- b.

-

.- berakhirnya _]angka waktu sewa;.

berlakunya : syarat batal sesuai perjanjlan yang
dltmdaklanjutl dengan pencabutan persetujuan Sewa oleh
Bupati atau Pengelola Barang; ' o
Bupati ataul _ Pengelola Barang mencabut ‘persetuju’an

Sewa dalam fangka pengawasan dan pengendalian; dan

ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
Penyewa wa31b menyerahkan BMD pada saat berakhxrnya

Sewa dalam keadaan baik dan layak dxgunakan secara

: opnmal SCSUdl fung31 dan peruntukannya



(2) Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud padé. ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

   (3) Pengelola Barang/Pengguna" Barang harus melakukan

pengeéekan BMD  yang  disewakan  sebelum
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) guna
memastikan kelayakan kondisi BMD bersangkutan

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah

- semua kewajiban penyewa dipenuhi.

‘ Pasal 80
- Ketentuan lebih 1anJut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Sewa
0¢leh Pengelola Barang dan Pengguna Barang diatur dengan

Peraturan Bupati.-

Paragraf Kedelapan
~ Pemeliharaan Sewa
v Pasal 81
V' (1) Penyewa wajib ;ﬁellakukan pemeliharaan atas BMD yang
disewa. e |
’- »(2]' Seluruh biaya pemehharaan sebaga,tmana dlmaksud pada
ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakman dan
Pemanfaatan BMD menjadl tanggung jawab sepenuhnya
dari penyewa. | - ) ' o
- {3) Pemeliharaan scbagazmana dimaksud pada ayat (2)
ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbmkl barang
agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dlgunakan :

- secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4) Perbaikan BMD_ sebagalmana dimaksud pada ayat (3)
harus sudah selesai dxlaksanakan pahng lambat pada saat
berakhirnya Jangka waktu sewa.

(5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar

| (force majeur),. perbalkan dapat dilakukan berdasarkan

kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan

Penyewa.



Paragraf Kesembllan
| Perubahan Bentuk BMD

o Pasa182 E T
(1) Perubahan bentuk BMD dllakukan dengan persetujuan

‘ a Bupat1 untuk BMD yang berada pada Pengelola o )

Barang, dan

b ‘Pengelola barang, }untuk BMD yang berada pada}“;' -

| Pengguna Barang

(2) Perubahan bentuk BMD sebagalmana dlmaksud pada ayat";vf U

) d1laksanakan tanpa mengubah konstruk81 dasar_:'?

bangunan

(3) Dalam hal perubahan bentuk BMD - sebagalmanaiv!_,»»v":f'»

dxmaksud pada ayat 2 mengaklbatkan adanya"

penambahan, baglan yang dltambahkan menJadl BMD dani .

dlsertakan dalam Berlta Acara Serah Tenma (BAST) padaj» | : .

saat berakhlrnya _]angka Waktu sewa. '_ L

A Paragraf Kesepuluh
Gant1 Rug1 o

Pasal 83

R vDaIam hal BMD selam tanah dan/atau bangunan yangvf‘ B "
~ disewakan hllang selama _]angka waktu sewa, penyewa Wa_]lb“"' -

melakukan penggantlan " sesua1 ketentuan peramran‘_ B o

o perundang-undangan

Sank51 R

Pasal 84

s .-.,'}‘Penyewa dlkenakan sankm admlmstratlf berupa surat teguran; ’- B =

S apab1la

a penyewa belum menyerahkan BMD yang dlsewa pada saat !

o berakhlrnya Jangka waktu sewa, T

b perba.lkan sebaga_lmana dlmaksud dalam Pasal 81 ayat (4) B
belum dllakukan ' atau dlperklrakan v belum s_elesa1

5 Pa.ragrafKesebelas S IR,



menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/ atau

c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83

 belum selesai dilaksanakan paling lambat ~ sebelum
bcrakhxrnya jangka waktu sewa.

. Pasal 85 _ |
(1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau pengga'ntian' g
BMD belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan . sejak -
diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud
~ dalam Pasal 84, penyewa dikenakan sa.nks1 admm1stra.t1f
berupa surat penngatan '

(2) Dalam hal penyerahan perbaxkan, dan atau pengganhan
' BMD belum dilakukan terhitung 1 (bulan) _sejlak
diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}‘, -‘pényewa dikenakan sanksi administratif '
berupa denda. ) |
(3) Ketentuan lebih lanjut »mengenai denda administratif
sebagaumana dlmaksud pada ayat (2) diatur dengan |
Peraturan Bupat1 '

* Bagian Keenam
Pinjam Pakai

‘ Paragraf Kes}atu |

Prinsip Umum

Pasal 86
(l) Pinjam Pakai d1laksanakan dengan pertxmbangan .
' a. mengoptlmalkan pendayagunaan BMD | yang belum |
‘atau - tidak - dilakukan Penggunaa.n untuk _
: penyelenggaraan tugas dan fung31 Pengguna Barang,
~dan _ . :
b. :menunjang pelaksanaan p'enyelenggaraan
pemenntahan Daerah R .
(2) PemmJam pakm dllarang untuk rnelakukan Pemanfaatan
atas ob_]ek ijam Paka1



- PafagrafKedua Lo S
plhak pelaksana ijam Pakm S

Pasal 87

o R Vv"fb'dalam rangka penyelenggaraan pernermtahan
o (2)_:-’Pelaksanaan Pm_lam Paka1 BMD dllakukan oleh

o (1) PmJam Paka1 BMD d11aksanakan antara Pemermtah Pusat L

,__.dan Pemermtah Daerah atau antar pemerlntah daerah Con

E a."v.-Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada A_ R

L ‘j> ‘Pengelola Barang, dan ‘ o T
b. Pengguna Barang, untuk BMD yang bexada pada::; )

S Pengguna Barang

R ,_dllaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupat1 ’

" ‘_‘P‘ara»'g’raf Kef_ciga__-

E | l_ff.Objek Pinjam Pakai. L

Pasal 88

bangunan dan sclam tanah dan/atau bangunan Yang.-”

- berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang ,
s "vj’j_‘(2)':’0b_|ek ijam ‘Pakai BMD berupa tanah dan/atau

- ,:,_bangunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)[ dapat_f;_j’”"

. dllakukan untuk sebaglan atau keseluruhannya ,

Paragraf Keempat

Jangka Waktu Plnjam Paka1 =

Pasal 89

tahun dan dapat dlperpanjang 1 (satu} kah

 'v-{iv"?(3);:Pelaksanaan Pm_;am Pakal oleh Pengelola Barang/ A

L Pengguna Barang sebagaumana dlmaksud pada ayat (2)» L

‘(1') '.Objek ijam Paka1 mehput1 BMD berupa tanah dan / atau_: .

B f(l) Jangka waktu Plnjarn Pakau BMD pahng lama 5 (11ma)?‘-. T

  (2) Perpanjangan sebagannana dlmaksud pada ayat (1)

dllakukan dengan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud.vl .

o dalam Pasal 86 ayat(l) ;
(3) Apablla Jangka waktu Pm_]am Paka1 akan dlperpanjang




(4)

)

,(2)

@

@

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan
p’efpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat
2 (dua) bulan sebelum jangka waktu ijam Paka1
berakh1r o |
Dalam hal " permohonan perpan_]angan Jangka waktu N
Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/
Pengguna" Barang melewati batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), proses Pinjam Pakai dilakukan
dengan mengikuti tata cara permohonan Pinjam Pakai

baru.

* Paragraf Kelima
Perubahan Bentuk BMD

v o , Pasal 90 | v
Selama jangka Waktu Pirijam Pakai, perhihjam pakai dapat
mengubah bentuk BMD, sepanjang tidak mengakxbatkan

: perubahan fungsx dan /atau penurunan nilai BMD.

Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

O | I

a. tanpa dlSBI’tal dengan perubahan bentuk dan/atau
_fbkonstrukm dasar BMD; atau B

b disertai dengan perubahan beﬁtuk bdan/évtau

N konstruk 31 dasar BMD. | |

.Usulan perubahan bentuk BMD sebagaxmana dimaksud

pada ayat (2), dllakukan dengan mengajukan permohonan
perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:

a. Bupati, untuk. BMD yang berada pada Pengelola
| Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada

‘Pcngguna Barang

Perubahan bentuk BMD sebagalmana dlmaksud pada ayat

@) huruf b, dxlakukan setelah mendapat persetuguan

_ Bupat1



Paragraf Keenam

Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 91
' Pelaksanaan Pinjam Pakai d1tuangkan dalam perjanpan serta
' d1tandatangam oleh: ' ‘

| o a Pemmjaxn pakai dan Bupatl untuk BMD yang berada

pada Pengelola Barang; dan

| ‘bv. Pemmjam paka1 dan Pengelola Barang, ‘untuk BMD yang S

' berada pada Pengguna Barang.

' Pasal 92

Ketentuan lébih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan - .

- Pinjam Pakai BMD Pada Pengelola Barang dan Pengguna
- Barang diatur 1eb1h lanjut dengan Peraturan Bupati.

‘Bagian Ketujuh
| KSP

| - ‘Paragraf Kesatu

' Prinsip Umum

} , Pasal 93 ,

~ KSP BMD dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka :
a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang ‘milik
daerah; dan/ atau ’

b. memngkatkan penenmaan pcndapatan Daerah.

V | ' Pasal94
(1) KSP atas BMD d1laksanakan ‘apabila t1dak tersedia atau »
: t1dak cukup tersedla dana dalam APBD untuk memenum '
biaya opcrasmnal pemehharaan, dan/ atau perbaikan yang
dlperlukan terhadap BMD yang dlker_;asamakan -

g {(2) M1tra KSP dltctapkan melalui tender, kecuali untuk BMD
. yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan

la_mgsuhg. . | |



(3)

BMD yang bersu’at khusus scbagalmana dlmaksud pada

: :,‘ ayat (2) mem1hk1 karaktensuk

- '*:'.:a barang yang mempunyai - spe81ﬁkas1 tertentu sesuai }"-_ o

L dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan,

o b barang yang mem111k1 tlngkat komplek31tas khusus::v

sepert1 bandara udara, pelabuhan laut kllang, 1nsta1as1

hstnk dan bendunga_n / waduk

c barang yang dlkerjasamakan dalam 1nvesta81 yang

berdasarkan petjanjlan hubungan‘ b1lateral antar

negara, atau

S d. barang lain yang dxtetapkan Bupatl

@) | ,
o 'khusus sebagaxmana d1maksud pada ayat (2) dllakukan“:_ o
o oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap B

Penunjukan langsung mltra KSP atas BMD yang bersﬁat: e

o :,'_‘Badan Usaha M111k Negara/ Daerah Yang mem111k1 bidang

dan/ atau v w1layah kerja tertentu sesua1 . ketentuan" o

S peraturan perundang-undangan

e |
n -;:Tselama Jangka waktu pcngoperasxan yang telah dltetapkan B

'f‘dan menyetor pembaglan keuntungan hasxl KSP ke

fﬂbaglan Pemermtah Daerah harus N memperhaukan c

'".,f:»'perbandmgan mlau BMD yang dl_]ad1kan obJek KSP dan | o

o vmen_]ammkan atau menggadalkan BMD yang menjadlf .
el objek KSP ’ - AR :
- @

Mltra KSP harus membayar kontnbuSI tetap setlap tahunﬁ{'; R

o 'Vlb."“rekenmg Kas Umum Daerah
o

Perh1tungan besaran kontnbu31 pembaglan keuntunganv' B

,;isebagalmana dlmaksud pada ayat (5) yang merup akan}’ R

) manfaat 1a1n yang d1ter1ma Pemenntah Dacrah denganf .

| _ n1la1 1nvestas1 m1tra da.lam KSP

Pasal 95

Selarna Jangka waktu pengoperasaan, m1tra KSP dﬂarang -

1B1aya persmpan KSP yang dlkeluarkan Pengelola Barang"l“‘.] o
’ = atau Pengguna Barang sampeu dengan penun_lukan mxtra’_f
T 'kKSP dlbebankan pada APBD ' o :

Blaya permapan KSP yang terjadl setelah dltetapkannya |

i :mltra KSP dan blaya pelaksanaan KSP menjadl beban




mitra KSP _ , . SR
(4) Clcﬂan pokok dan blaya yang tlmbul atas pm_]aman mltra N
KSP, dlbebankan pada , m1tra KSP dan udak o
dlperhltungkan dalam pembaglan keuntungan .

(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mltra KSP o

dllakukan oleh o ) ' :
' a Pengelola Barang, untuk BMD pada Pcngelola Barangs j- _ -
ST b PenggunaBarang iinmk_ BMD pada;PeiriggUha Barang.

R Paragraf Kedua |
Plhak Pelaksana KSP

., . S -» Pasal 96
(1] thak yang dapat melaksanakan KSP adalah

~ "BMD yang berada pada Pengelola Barang, atau

a.‘. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupat1 untuk ) - o

S b‘-vaengguna Barang dengan persetujuan Peng6101a .

:-'Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna_.:” e

"_"Barang , \ o o R »
(2) Persetujuan Pengelola Barang sebaga;mana dxmaksud .

pada ayat (1) hurluf b setelah mendapat pertlmbangan dan_ SRR

Bupat1 _ -~ . v
(3) thak yang dapat menjadl mltra KSP BMD rnehputl
a. Badan Usaha M111k Negara, D o

b Badan Usaha M1hk Daerah dan/ atau

Swasta, kBCUclll perorangan

Paragra.f Kehga
ObJek KSP

Pasal 97
(1) Objek KSP mellputl BMD berupa

- f a. ta.nah dan/ atau bangunan, dan

b selam tanah ’dan/atau bangunan, yang berada pada

Pengelola Bar ang / Pengguna Barang




(2) Ob_]ek KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan o
scbagaxmana ‘dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat_

d11akukan untuk sebaglan atau keseluruhannya

Paragraf Keémi)‘-at.,v_ .
‘Hasil KSP' B

Pasal 98

(1) Has11 KSP dapat berupa tanah gedung, bangunan scrta"

-sarana dan fasﬂltas yang dladakan oleh mltra KSP

{2) Sarana dan - fasﬂltas has11 KSP sebagalmana dlmaksudt,,:’ -

pada ayat (1) antara lam
Coa peralatan dan mesm . »
_‘ b Jalan, 1r1ga31, dan jarmgan, o o N
c “aset tetap lamnya dan o
, 'd..‘,aset lamnya o R T
o ."_ (3} Hasxl KSP. sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) menjadpv,
o bagzan dari pelaksanaan KSP e o

R fv" (4} Hasil KSP. sebagaxmana d1maks’dd pada ayat (1) menjadl v

BMD sejak dmerahkan kepada Pernermtah Daerah Sesua1

pcrjanjlan atau pada saat berakhxrnya perjanjlan

Pasal 99

DL "(1) Hasﬂ KSP BMD dalam rangka pcnyedlaan mfrastruktur B ‘

terdm atas L , - : S

a penerlmaan Daerah yang harus dlsetorkan selamav_.u

o | Jangka Waktu KSP BMD dan R ) |
B b 1nfrastruktur beserta fasﬂltasnya has11 KSP BMD

s '(2) Penerlmaan Daerah sebagalmana d1maksud pada ayat (1) ”

huruf a terdm atas ,
a kontnbusa tetap, dan

b pembaglan keuntungan

Pasal 100

'(1) Dalam pelaksanaan KSP mltra KSP dapat melakukan“» .

perubahan dan / atau penambahan has11 KSP




o f’(2) Perubahan dan /atau penambahan hasﬂ KSP sebaga;manavi‘ i o

dlmaksud pada ayat (1) dllakukan dengan cara addendum [

per_] anjlan

o 1 >’}(3) Addendum perjanjian KSP sebagalmana dlmaksud pada :

ayat (2} ditujukan untuk menghltung kembah besaran R

kontrlbusl tetap dan pernbaglan keuntungan

,,   ,(4] Besaran kontribusi tetap dan pembaglan keuntungan AR

sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dltetapkan oleh Txm e

berdasarkan haszl perh1tungan

B [5) Tim sebagalmana dlmaksud pada ayat (4] dltetapkan

’: a Bupatl untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan, f o

b Pengelola Barang, ,untuk BMD selam tanah dan/atau

bangunan

o -:'_‘-"(6) Perubahan dan/atau penambahan hasﬂ KSP dﬂakukan»’__”:.“‘

P s etelah memperoleh persetu_}uan Bupat1

Paragraf Kellma | ‘
Jangka Waktu KSP
o Lo MR Pasal 101 : e )
| (I) "}Jangka waktu KSP pahng lama 30 (tlga puluh) tahun sejaki ”
S »v-perjanpan d1tandatangan1 dan dapat dlperpanjang | ‘
- (2)‘ Dalam hal KSP atas BMD d11akukan untuk penyedlaan}v
 ‘» mfrastruktur, Jangka waktu KSP pahng lama 50 (11ma: ’

.-_»,}puluh) tahun’ se_]ak perjan_]lan KSP d1tandatangan1 dan‘ R

o ,-_”j_dapat dlperpanjang

Pasal 102

. ”_:’7.,[:‘,"3’}(1)’,Perpanjangan Jangka waktu dxlakukan oleh ‘mitra’ KSP'»;}', N

‘dengan cara mengajukan permohonan persetu]uani

" 'v-ﬂf"f'perpanjangan Jangka waktu KSP palmg lambat 2 (dua) s

" ’btahun qebelum Jangka waktu berakhlr )

..f_jzv(‘2)'vPcrpanjangan jangka waktu d11aksanakan dengan :

L . "v.'pertlmbangan : R , . . v
| sepanjang tldak mengganggu pelaksanaan tugas dan RS

fungm penyelenggaraan pemenntahan daerah dan :



b selama pelaksanaan KSP terdahulu mltraf’vKS‘P:

mernatuh1 peraturan dan perjanpan KSP.

Paragraf Keeﬁam '

Perjanjlan KSP

Pasa1 103 |

dlterbltkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Bupatl

dltandatangam oleh mltra KSP dan

Barang, atau

(1) Pelaksanaan KSP dxtuangkan dalam perjanpan KSP antara_ R

Bupatl atau Pengelola Barang dengan mltra KSP setelah .
(2) Perjanyan KSP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

a Bupatl untuk BMD yang berada pada Pengelola"‘jj!" f‘

b Pengelola Barang,_untuk BMD yang berada pada:' o

Pengguna Barang

dlatur dengan Peraturan Bupat1

Paragraf Ketujuh

,. Kontnbum Tetap dan Pembaglan Keuntungan .

“ S ~Pasal 104
' *ngf"(l) Mltra KSP wapb menyetorkan  ’
: a kontmbusa tetap, dan

b pembaglan keuntungan KSP

d11akukan setlap tahun selama Jangka waktu KSP
_(3) Kontmbus1 tetap sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)'

huruf a dan pembaglan keuntungan KSP sebagalmana

(3) Ketentuan lebxh lanjut mengenal bentuk dan muatan B o

pexjanjlan KSP sebagaimana d1maksud pada ayat (2);»“_‘-:"'5,:

- (2) Penyetoran Sebagalmana dlmaksud pada ayat (1')

dxmaksud pada ayat ( I] huruf b merupakan penerlmaan i

Daerah

- ;'__~_'(4) Besaran kOl’ltI‘lbUSl tetap dan pembaglan keuntungan hasﬂ S

B Bupat1

KSP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan olehi R



Ketentuan leblh Ian_]ut mengenax kontnbu31 tetap dan R

pembaglan keuntungannya sebagalmana dlmaksud ayat'i_,v e R

(4) dlatur dengan Peraturan Bupatl

Paragraf Kedelapan

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembaglan Keuntunga.n

’;,(1)

Pasal 105

Pembayaran kontnbusa tetap tahun pertama ke rekenmg

Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling

Yo 'lambat 2 (dua] harl kelja sebelum penandatanganani_‘.b_?

~ perjanjian KSP." o | S
i "_>(2E)'_>Pembayaran kontrxbusx tetap tahun benkutnya dlsetorkanx e
,’:,:f'v'_vke rekemng Kas Urnum Daerah pahng lambat dllakukan"v
"'sesual dengan tanggal yang dltetapkan dalam pexjanjlan : ;‘T .
dan dxlakukan setlap tahun sampa.l dengan berakh1rnya:f"’f*f; S
i ’;per_]an_uan KSP s R o

o Pembayaran kontnbu31 tetap sebagalmana dunaksud pada: : |
S : B . s ayat (1) dan ayat (2) d1bukt1kan dengan bukti setor B B | .
3 :]}(4) Ketentuan leblh lanjut mengenm pembayaran kontrlbu51 -
. b’,ﬁ:sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) d1atur dengan b_

| g Peraturan Bupatl

Paragra.f Kesembllan
Berakh1rnya KSP

s N Pasal 106
KSP berakhlr dalam hal

. a berakhlrnya Jangka wa.ktu KSP sebagaxmana tertuang;”.

N ;f_dalam per_;an_pan

L

. b. pengakhlran perjan_]lan KSP secara Seplhak oleh

' Bupati atau Pengclola Barang,

o t‘:".",z-berakhxrnya perjanjlan KSP dan ‘:v o _b B S
R _'."d.‘ ’ketentuan lam sesum peraturan perundang-undangan

‘Pengakhlran KSP sebagalmana d1maksud pada ayat (1)‘:'}:'

‘Lhuruf b, dapat dxlakukan dalam hal mltra KSP



tldak membayar kontr1bu81 tetap selarna 3 (tlga) tahun L

| fberturut—turut

b tldak membayar pembaglan keuntungan selama 3

A "(tiga} tahun berturut-turut sesual perJanjlan KSP atau . T

e i‘tldak memenuhl kewajlban , selam : sebagalmanai'.‘jv.- o

’_d1maksud pada huruf a dan huruf b sebagalmanav-' B

: tertuang dalam perjanjlan KSP

(3] Pengakhlran KSP Sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) o
dllakukan oleh ' : : :

- a Bupat1 untuk BMD yang berada pada Pengelola‘-f.-f"’

S ,’Barang, atau

:Ifb:f Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada"- |

e B Pengguna Barang

(4) Pengakhlran KSP sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)  ST

dllakukan secara tertuhs

(5) Ketentuan lebzh lanjut mengenal berakhlrnya KSP"};‘ S

R sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dlatur dengang'__:i{

Peraturan Bupat1 e

. - : Baglan Kedelapan ) .
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Paragraf Kesatu }‘

Pr1n31p Umum ’

R IR Pasal 107 ) : I
(1) BGS / BSG BMD d1laksanakan dengan pertlmbangan

a Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasxhtas S

j{bagl penyelenggaraan pemcrmtahan daerah untuk o

S kepentmgan ' pelayanan umum dalam rangka

. penyelenggaraan tugas dan fung31, dan

- -b. ’_tldak tersedla atau tldak cukup tersedxa dana dalamt_ Ll

’_APBD untuk penyedlaan bangunan dan fasxhtas.',"

S tersebut

(2) Bangunan dan fasﬂltasnya yang menjadl baglan da.rl hasﬂ "" :
' pelaksanaan BGS/BSG harus d1lengkap1 dengan Izm" -



| '(3)_

4)

(5)

©)

Mendirikan Bangunan (IMB)'f'atas nama Pemerintah
Daerah.
Biaya pers1apan BGS/BSG. yang dlkeluarkan Pengelola :

Barang ‘atau Pengguna Barang sampal ~ dengan

‘penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.

Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah
d1tetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan »
BGS/ BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan " |
Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke
rekemng Kas Umum Daerah. .

BGS/BSG BMD sebagalmana dimaksud pada ayat (l)

dilaksanakan oleh Pengelo!a Barang setelah mendapat

: persetujuan Bupau

(1)

(2)

(1)

v Pasal 108 ,
Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasﬂ dari-

‘pelaksanaan BGS/BSG dxlaksanakan oleh Bupatx, dalam |

rangka penyelenggaraan tugas dan fung31 Perangkat
Daerah terkait. . '

Hasﬂ pelaksanaan BGS /BSG sebagalmana dimaksud pada”
ayat (1) adalah bangunan beserta fasilitas yang tplah'i
diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu
yang dlperjanjxkan untuk BGS atau setelah selesamya_

pembangunan untuk BSG

Pasal 109 v
Mitra BGS' atau mltra BSG .yang telah dltetapkan selama ’
Jangka waktu pengopera31an , -
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum

Daerah sevtia‘p tahun sesuai besaran yang telah

ditetapkan; | |
'b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
c. dilarang ménjaminkan,, - menggadaikan, atau
" memindahtangankan: | '

1. tanah yangﬁm'enj'adi objek BGS /BSG;



2.hasil  BGS yang digunakanv .blangsung untuk
- pehy‘elenggaraan tugas - dah fungsi Pemerintah
Daerah; dan/atau . |
_ - 3. hasil BSG. . : . ,
(2) Mitra BGS BMD harus menyerahkan objek BGS kepada
‘Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah

dilakukan audit oleh- aparat pengawasém intern

pemerintah.
: _Paragraf Kedua
~ Pihak Pelaksana
, : Pasal 110
(1) Plhak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola
Barang ‘ ‘

(2) Pihak yang dapat menjadx mitra BGS/ BSG mchputl

a. Badan Usaha Milik Negara, '

~ b. Badan Usaha Milik Daerah;
c.  Swasta kecuali perorangan; dan/atau
d. Badan Hukum lainnya.

(3] Dalarn hal mitra BGS/BSG sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) membentuk konsorsmm mitra BGS/BSG harus
membentuk badan hukum Indonesia sebaga1 pihak yang
bertmdak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam
perjanjlan BGS / BSG ' ‘

- Paragraf Ketiga ‘
Objek Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna .

- - PaSal 111
(1] Objek BGS/BSG mehputl v . :
~a. BMD berupa tanah yang berada pada Pengelola
Barang, atau
b. BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna
| ‘Barang. , .
(2) Dalam hal BMD berupa tanah yang status penggunaannya

berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud



pada ayat 1) huruf b telah d1rencanakan untuk’f;f,fk;",.‘ .

penyelenggaraan tugas dan fungs‘ Pengguna Barang yang

o - v.bersangkutan BGS/BSG dapat d1lakukan setelah terlebih |

o _:'dahulu d1serahkan kepada Bupatx el

: _‘(3,‘)‘ |

’BGS/BSG sebagaxmana dimaksud pada -ayat (2]

- dilaksanakan. - oleh Pengelola Barang v dengan"_*

b".‘menglkutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan 1

| :‘:vf.fungsmya o

;‘BGS/BSG sebagalmana dlmaksud pada aYat (3) adalah:."

mulai dari tahap per31apan pembangunan, pelaksanaan"; S

Kelkutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaant‘v

f"‘:pembangunan sampal 2 dengan - penyerahan hasﬂ’f R

”"“[BGS/BSG

W o
dié&akaﬁ oleh mltra ) BGS/ BSG merupakan hasxl,:;f"uf‘ SR

Paragraf Keempat

Hasﬂ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna

Pasal 1 12

'dédung‘, bangunan, sarana, ., dan fasﬂ1tasnya yangv P

. BGS/BSG

)

“""'.'i’bldlmaksud pada ayat (1), antara lain:

Sarana . dan fas1htas hasﬂ BGS/BSG Sebagalmana Lo

a. ’peraiatan dan mesin;

b Jalan irigasi danjarmgan R

| - kepada Pemermtah Daerah sesua1 perjanjlan ‘atau pada o

- c. aset tetap lamnya, dan
o d‘."”:aset Iamnya R
'£ 61

Gedung,_ bangunan sarana dan fasxhtas sebagalmana o
;:udlrnaksud pada ayat (1 menjad1 BMD sejak dlserahkan‘:

o saat berakhlrnya perj anjlan

Pasal 1 13 v :

"‘Dalam pelaksanaan BGS/BSG mltra BGS/BSG dapat'_*fgf:;”’
o :melakukan perubahan dan / atau penambahan hasﬂv_ R
?ﬁBGS/BSG - o | a |

Perubahan dan/ atau ' penambahan hasﬂ BGS/BSG'




sebagazmana dimaksud pada ayat (1) dapat dllakukan",ff’_

sesual dengan penyelenggaraan ) tugas dan , fungsr‘ foe

o ,Pemermtah Daerah dan/ atau untuk program program -

o ’nas1onal sesuat ketentuan peraturan perundang—

’ j“’undangan

5 Q":(S]"Perubahan dan/atau - penambahan hasﬂ BVGS‘/BSG,_V-"V"Z

'.'_v'sebagalmana dimaksud Pada a}’at (1) dllakukan dengan:‘:’r_vz'v |

- ;,»Acara addendum per]anjlan BGS / BSG

"}(é).I'Addendurn perjanjlan BGS/BSG sebagalmana dlmaksud'j

i ﬂ}i-_::: pada ayat (3)

: ‘:"'."a.jtldak meleblhl Jangka waktu pahng Iarna 30 (tlga

o :vpuluh) tahun, dan o

“?“ff“'_'b.’vimenghltung kemball “ besaran ' kOﬂtI‘lbUSl yanglv.; i

:»"'_dxtetapkan berdasarkan hasﬂ perh1tungan Tlrn yang S

- dlbentuk oleh Bupatl

‘(5]‘ Perubahan dan/atau penambahan hasﬂ BGS/BSG

. _,-b'sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

o dllakukan sctelah memperoleh persetu_]uan Bupat1 o

Paragraf Kehma A

Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna S

I = Co Pasal 114 ‘
f _‘BGS/ BSG BMD dllaksanakan dengan bentuk

‘a.,.,BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengelola, S

. :Barang, dan 'i_f’.;v SR

- ._,vib.»:;BGS/BSG BI\/ID atas tanah yang berada pada penggunav o

S | Barang

L v- s Paragraf Keenam

e Pemlhhan Dan Penetapan Mxtra Bangun Guna Serah/ Bangunt R

Serah Guna -

BRI SR Pasal 115 R
- ,:’_(1) Pemlhhan rmtra BGS / BSG d1lakukan melahu Tcndcr

E (2} Tender sebagalmana dlmaksud pada ayat . (1)' dllakukan’ o

= "3.[ dengan mekanlsme sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal

57 sampal dengan 61



Pasal 1 16

Hasﬂ permhhan mitra BGS/BSG sebagalmana dlmaksud‘f}:

. dalam Pasal 115 dltetapkan oleh Bupan S

. o Paragraf Ketu_]Uh o
Jangka Waktu Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna

Pasal 1 17

(1) Jangka waktu BGS/BSG pahng lama 30 (txga puluh)v.'f B
| ~ tahun sejak per;anjlan d1tandatangam R
(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dxmaksud pada[._‘”

ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kah perJanJ1an dan o o

tldak dapat dllakukan perpanjangan

e Paragraf Kedelapan PR

Perjanpan Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna '

Pasal 1 18

A -( ) Pelaksanaan BGS/ BSG dltuangkan dalam perjanjxan

P (2) Perjanjlan BGS /BSG sebagaumana dxmaksud pada ayat (1)  _]‘; o

dltandatangaru antara Bupatl dengan mltra BGS / BSG

| (3) Ketentuan 1eb1h lan_lut mengenal perjanjlan BGS/BSG ’

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan:'ff‘:i;‘ o

. Peraturan Bupatl

Paragraf Kesembllan R

Kontr1bus1 Tahunan, Has11 Bangun Guna Serah /Bangun R

Serah Guna Yang Dlgunakan Langsung Untuk Tugas Dan
F‘ungsx Pemermtah Daerah PenghltUngan Dan R

Pembayarannya o

Pasa1119 A

”_(1) M1tra Wajlb membayar kontnbus1 t"a’hunax‘i' ‘melalui
: penyetoran ke Rekemng Kas Umum Daerah sebaga.l'

L penerlmaan Daerah dan pelaksanaan BGS /BSG




(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada

‘ayat (1) dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

A Pasal 120 |

(1) Besaran kontribusi tahunan merﬁpakan hasil perkalian

dari besaran persentase ‘kontribusi tahunan dengan nilai

wajar BMD yang akan dilakukan BGS/BSG.

- (2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagalmana
."di'maksud pada }-’ayat (1) dltetapkan oleh vBupatl
fberdasarkan perhltungan Penilai. -

(3) N11a1 wajar BMD sebagalrnana dimaksud pada ayat (1)

| ‘dltentukan berdasarkan hasil Penilaian oleh Pemleu

Pemermtah atau Pemlau Pubhk yang dxtetapkan oleh
‘ Bupat1 IR : R

-4 ;Dalam hal n11a1 BMD berbeda dengan nilai waJar hasil
- Penilaian sebagaxrnana dxrnaksud pada ayat (3), BGS /BSG |
BMD menggunakan nilai wajar hasil - Penilaian
vsebagalmana dimaksud pada ayat (3).

(5)'}Ketentuan leblh lanjut mengena1 besaran konstnbu51

: ;tahunan sebagal_man‘a dimaksud pada ayat (1) ‘dlatur

 dengan Peraturan Bupati.

v Paragraf Kesepuluh
Berakhlrnya Jangka Waktu Bangun Guna Serah / Bangun

Serah Guna

Pasal 121
(1) BGS/BSG berakhlr dalam hal: v
o v»,a,'_ berakhlrnya Jangka waktu BGS/BSG sebagaurnana'
~tertuang dalam perjanjlan BGS/BSG v v
‘b, pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh
- - Bupati; - |
c. berakhxrnya perjanjian BGS/BSG dan/atau
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang—undangan
(2) Pengakhlran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi



kewajlban sebagaxmana tertuang dalam Peljanpan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan antara 1a1n :

a rmtra ‘BGS/BSG terlambat membayar kontnbusl N

tahunan sebanyak 3 (tlga) Kali berturut—turut

b ‘mltra BGS/BSG tidak ‘membayar kontﬂbusl tah“nan'v.

o sebanyak 3 (tiga) kah berturut-turut atau

c 'mxtra BGS/BSG belum memula; ‘ pembangunan

= '_‘dan/ atau tldak menyelesaxkan pembangunan sesua1_5,': o

dengan pexjanjlan kecuah dalam keadaan force':v-";' ;

majeure

. '_"(3) Pengakh1ran BGS /BSG sebagaumana dxmaksud pada ayat Tl

(2 dllakukan oleh Bupat1 secara tertuhs S

o (4) Ketentuan leb1h lanJut mengenal peng akhlran Sep1hak.f o

dengan Peraturan Bupatl e

Pasal 122

o oleh Bupatl sebagalmana dxmaksud pada ayat (2) d1atur:_ o

TR Ketentuan 1eb1h Ianjut mengcnm tatacara pelaksanaanb.i )
:‘»';_‘BGS/BSG Atas Bara.ng M111k Daerah berupa tanah yang-‘af‘] .

o ‘_dengan Peraturan Bupat1 R

Bag1an Kesembﬂan

Kerja Sama Penyedlaan Infrastruktur |

e

o : L Pasal 123 , . . T
| ,'KSPI atas BMD dllakukan dengan pcrtlmbangan TR
= a dalam rangka kepentmga.n umum dan/atau penyedxaan' 1

| "viv;mfrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi

- | pemermtahan, -

| untuk penyedxaan mfrastruktur, dan ‘ S
cv;' - termasuk dalam daftar pnontas program penyedxaanu.
o jjflnfrastruktur yang dltetapka.n oIeh pemermtah

- 'berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang dlatur_f S

: _' :_ b tldak tersedla atau tldak cukup tersedxa dana dalam APBD .



Pasal 124 -

'(1) M1tra KSPI berkewapban memehhara ob_;ek KSPI dan“

barang hasﬂ KSPI selama Jangka waktu KSPL.-

”:(2) M1tra KSPI d11arang menJammkan, menggadalkan atau SO

memlndahtangankan BMD yang menjadl objek KSPIL.-

1(3] Mitra KSPI dapat dlbebankan pembaglan keleblhan:;;‘;’_‘_v‘-’ o

keuntungan sepanjang terdapat keleb1han keuntungan}' R

yang dlperoleh dan yang dltentukan pada saat perja.n.]lani: . o

d1mu1a.1 (clawback}

o ",v,v:};}-.(4) Mltra KSPI harus menyerahkan obJek KSPI dan barang,‘ e

- hasil KSPI kepada Pemermtah Daerah pada saat e

berakhlrnya Jangka waktu KSPI sesuai pet]an_uan S -i

SRS S (5) Barang hasxl KSPI sebagaumana d1maksud pada ayat (4),. T

menjad1 BMD sejak daserahkan kepada Pemenntahl_'j R

Dacrah sesua1 perJanJlan

'(6) Penetapan mltra KSPI d1laksanakan ‘sesuai ketentuanf o o

peraturan perundang-undangan

Paragraf Kedua ' _ S S
thak Pelaksana Kerja Sama Penyedlaan Infrastruktur
- N atas Barang Mlhk Daerah o

e e Pasal 125 B
(1) thak yang dapat melaksanakan KSPI ada.lah

' .ﬁ’:a. b."Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada:f

’ "Pengelola Barang, atau 7; o

""-v"-fl:;‘,‘f_{‘b’.'_f»Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada .

Pengguna Barang

(2] KSPI atas BMD dllakukan antara Pemenntah Daerah dan”{

badan usaha

| (3) Badan usaha sebagalmana dxmaksud pada ayat (2] adalah ’ 1 PR

badan usaha yang berbentuk° b

o a. Perseroan Terbatas,,_ -

| b Badan Usaha Milik Nega_ra, B o v
Badan Usaha Mlhk Daerah dan/ atau »i |



d Koperam R . )
5 (4] Ketentuan leblh Ian_lut mengenal tata cara pelaksanaan
‘} ‘;'.“KSPI atas ‘BMD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1]

e ‘:dlatur dengan Peraturan Bupat1

Paragraf Ketlga o

Penanggung Jawab Proyek KCIja Sama Penyedlaan
Infrastruktur atas Bara.ng M111k Daerah |

Pasal 126 e

(1) PIPK- KSPI atas BMD adalah plhak yang dltunjukfff
"‘dan/atau dltetapkan sebaga.l PJPK dalam rangka' B

L pelaksanaan kerja sama Pemenntah Daerah denga.n badan R

o _usaha , v . R
: (2)  Pihak yang dapat dltunJuk dan dxtetapkan sebagau PJPK :

N ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf Keempat

| B Pasal 127
(1) Ob_]ek KSPI mehputl B .
a. BMD yang berada pada Pcngelola Barang, atau
B b BMD yang berada pada Pengguna Barang
S (2) Ob_]ek KSPI atas BMD mehputl '
L ar _tanah dan/atau bangunan, L |
b." sebagzan tanah dan/ atau bangunan yang masm
B d1gunakan, atau . e o

selam tanah dan / atau bangunan

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mempedomanif»

Objek Kerja Sama Penyed1aan Infrastruktur »



Paragraf »Kelima ,
Jangka Waktu KSPI

Pasal 128

(1) Jangka waktu KSPI atas BMD paling lama 50 (hma puluh)

@

(3)

tahun sejak perjanjian d1tandatangam dan dapat
diperpanjang.

Jangka waktu KSPI atas BMD sebagaimana dxmaksud
pada ayat (1) dltetapka.n oleh Bupati. ,
Jangka waktu KSPl atas BMD dan perpanjangan

-‘ sebagalmana d1maksud pada ayat (2} d1’mangkan dalam

Rt

O

- dimaksud padva' ayat (1) diéjuka.n permohonannya paling

a

perjan_]lan KSPI atas BMD.

. Pasal 129 N ,
Perpanjangan Jangka waktu KSPI atas BMD sebaga1mana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) hanya dapat dilakukan

apabila terjadi govemment force majeure, sepertl dampak

kebijakan pemenntah yang disebabkan oleh teijadmya .

krisis ekonomi, poh’ak sosial, dan keamanan.

Perpanjangan Jangka ‘waktu _‘KSPI atas BMD sebagaimana

lama 6 (enam) bulan setelah govemment Jorce majeure
ter_]adl ' '

‘Paragraf Keenam
~ Hasil KSPI Atas BMD

Pasal 130
Hasil dan KSPI atas BMD terdiri atas : ‘ _
a. barang hasﬂ KSPI berupa mfrastruktur beserta
fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI, dan

- b, pembagian étas kelebihan keuntunga.ﬁ yang diperoleh

(2)

dari yang dltentukan pada saat pcxjanpan d1mu1a1
_(clawback) ’
Pembaglan atas keleblhan keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan



. Pemermtah Daerah yang harus dlsetorkan ke rekemng Kas‘ ST

| - Umum Daerah

Pasal 131

Formulas1 ‘dan/atau besaran pembaglan keleblhan’

- ’v;'_‘j‘keuntungan (clawback) dltetapkan oleh Bupat1

(CZawback) sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dﬂakukan o

dengan mempertlmbangkan hasﬂ ka_uan dan T1m KSPI'}"f o

Penetapan besaran pembagla.n keleblhan keuntungan‘ .

o 'yang dibentuk oleh Bupa’u
@

Perh1tungan pembaglan keleblhan keuntungan (clawback.) :
e v,’v'vsebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (1) dllakuka.n dengan»

mempertlmbangkan antara lam o

Ca. vn11a1 investasi Pemermtah Dacrah

L ’_i_berupa

dan/atau pemngkatan terhadap ‘kapasitas, kuanutasf“‘ R

@1
R ]Q:;»‘keglatan KSPI atas BMD sebagmmana dlmaksud pada ayat i

. n11a1 1nvesta51 m1tra KSPI

b FERSETER
: c._'r1s1ko yang dltanggung mltra KSPI dan

. karaktenstlk 1nfrastruktur

Paragraf Ketu_]uh

- S Infrastruktur Hasﬂ Pemanfaatan BMD Dalam Rangka -’

Penyedlaan Infrastrukur o

Pasal 132

-Infrastruktur yang menjadl hasﬂ keglatan KSPI atas BMD o

A bangllnan konstruk31 1nfrastruktur beserta sarana dan’_.f»: B

- prasarana;

b pengembangan mfrastruktur berupa penambahan'j: -

'_:dan/ atau kuahtas mfrastruktur, dan /atau R

e hasil penyed1aan mfrastruktur berupa penambahan- * ” |
‘ v:>dan / atau pemngkatan terhadap kapasﬂ:as kuantltas T
~ dan/atau kuahtas 1nfrastruktur lamnya -

Mltra KSPI menyerahkan 1nfrastruktur yang menJad1 hasﬂ :

(1) sesua1 perjanjlan atau pada saat berakhlmya ;J

S ” ':perjan.]xan




(3) Penyerahan ' sebagaimana dxmaksud pada ayat (2) ‘

] dllakukan oleh mitra KSPI atas BMD kepada PJPK

Pasal 133

(1) PJPK menyerahkan BMD yang d1ter1ma darl mltra KSPI o
atas BMD sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 132 ayat,»»

(3) kepada Bupatl o v v
(2) Barang hasﬂ KSPI atas BMD berupa mfrastruktur beserta

fas1htasnya men_]adl BMD sejak d1serahkan kepada o

Pemenntah Daerah
R BABVIII | ,.
o PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pasa] 134

}'  (1) Pengelola Barang,‘ Pengguna Barang dan/atau kuasa ""

Pengguna Barang Wa_]lb melakukan pengamanan barang S

milik daerah yang berada dalam penguasaannya

o (2) Pengamana.n BMD sebagannana dlmaksud pada ayat (1) o -

mehputl ,
a pengamanan ﬁsﬂ{
b pengamanan adm1mstra81, dan -

c pengamanan hukum IR

Pasal 135

».;:_‘Buktl kepemllxkan BMD d1s1mpan oleh Pengelola Bara.ng‘ R

S :dcnga.n tertlb dan aman

o Pasal 136

; ‘-Bupatl dapat menetapkan kcbljakan asuranéi étau B

. -vv‘.:;;.pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD tertentu,“ wi

R ,zidengan mempernmbangkan kemampll«"’tn keuangan Daer ah..



Pasal 137

Ketentuan mengena1 tata cara pengamanan BMD berupa .

| "j;Tanah Gedung Dan/atau Bangunan, Kendaraan Dlnas o

::'Rumah Negara dan Barang Persedlaan dlatur leblh lanJut‘_ﬁﬂ" :

T :' dengan Peraturan Bupat1 '

0 Pasal 138

g Ketentuan mengena1 tata cara pengamanan BMD berupa dan‘ T

tfselam Tanah Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara,v:';}i o

‘-:'Dan Barang Persedlaan Yang Mempunyeu Dokumen Berita

,.Acara Serah Terlma dan Barang Tak beWUJud d1atur ICblh;,‘.i.vf‘

a : lanjut dalam Peraturan Bupan Ce e

Baglan Kedua ~’;: B

o Pemehharaan

Pasal 139

o g}(l) Barang yang dlpehhara adalah BMD dan/ atau BMD dalam j e

,.,,Penguasaan Pengelola Barang/ Pcngguna Barang/Kuasa];'

- 'v‘g'Pengguna Barang

- (Q)VV'Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Penggunaf' T

. Barang bert I‘lggung}awab atas pemehharaan BMD yang - S

berada dalam penguasaannya

SN jTu_luan d1lakukan pemehharaan atas BMD sebagalmana'.

dlmakud pada ayat (2) adalah Untuk menjaga kond131 dan e

S memperba1k1 semua BMD agar selalu dalam keadaan balk"

o dan layak serta s1ap dlgunakan secara berdaya guna dan T

berhasil gund

'} (4)Dalam rangka tujuan sebagaxmana dlmaksud pada ayat» v

: (3) Pemermtah Daerah harus mempriorltaskan anggaran A

o belanja pernehharaan dalam Jumlah yang cukup

B 5 "' :’:*(5) Blaya pemehharaan BMD sebagalmana dzmaksud pada'j;v‘-}}-'-"

ayat (4} dlbebankan pada APBD

.. (6) Dalam hal BMD d1lakukan Pemanfaatan dengan plhak

Laln, blaya pemehharaan menjadl v tanggung Jawabq o

Fra f sepenuhnya dar1 mltra Pemanfaatan BMD




Pasal 140

. 'Ketentuan 1eb1h lanjut mengena1 tata cara pemehharaan BMD

S sebagalmana dimaksud dalam Pasal 139 dlatur dengan .

o ) \Peraturan Bupat1 o

BAB IX
PENILAIAN o

Pasal 141 S

;.V(l) Pemlalan BMD dﬂakukan dalam rangka penyusunan ”

neraca Pemermtah Daerah pemanfaatan | ataufj IEEE

o Pernmdahtanganan

'(2) PemIaJan BMD sebagalmana d1maksud pada ayat (1)_"'

d1kecua11kan untuk , el v L
a Pernanfaatan dalam bentuk Pxn_]am Paka1 dan S
b Pemmdahtanganan dalam bentuk h1bah N

‘(3) Penetapan n11a1 BMD dalam rangka penyusunan neraca}'

Pemenntah Daerah dllakukan dengan berpedoma_n pa da.

Standar Akuntan81 Pemermtahan (SAP)

. :;-(4) B1aya yang dlperlukan dalam rangka Pemlalan BMD»:?_‘::E:'_'j -

. ?bdlbebankan pada APBD :

Pasal 142

: (1)":Pemla1an BMD bempa tanah dan/atau bangunan dalam._ -

o ’rangka Pemanfaatan atau Pemmdahtanganan dxlakukan“;» B

oIeh T . o .
o ca Tlm Pen11a1 yang dltetapkan oleh Bupatl atau
b, Pemla1 Pubhk yang d1tetapkan oleh Bupatl

e . 2) “Pemlal Pubhk sebaga.unana dxmaksud pada ayat [1) huruf 2 Lo

b merupakan Pen11a1 yang mempunya.l 1zm prakuk )

o Pemlaza.n dan men_)adl anggota asos:asx Pemlau yang dlakul.

o :oleh pemermtah

o ’“;’i‘:-(S)‘iPcmlman BMD sebageumana dxmaksud pada ayat (1)

chlaksanakan untuk mendapatkan mla1 waJar sesua;»' |
. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |

(4) Nllal waJar sebagalmana dxmaksud pada ayat (3) yang |



~ diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab

_ Penilai.

(1) P

'rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan

Pasal 143 - "

,Pemlalan BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam

oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Bupatl, dan dapat

" melibatkan Penilai Publik yang dltetapkan Bupati.

| '(12) :

Tlrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pamtla

penaksir harga yang unsurnya terdlrl dari PD/ Unlt Kerja
 terkait. | |

(3)

Penilai sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) adalah Tim

" Penilai atau Pen11a1 Pubhk

(@)

©)

Penilaian BMD sebagaxmana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mcndapatkan nilai wajar sesum
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Apabila Pemlalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dllakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan

(6)

(1)

Pemlal, maka hasﬂ Pemlalan BMD hanya merupakan nilai
~taksiran.

Hasil Penilaian BMD sebagalmana chmaksud pada ayat (2)

| dltetapkan oleh Bupatl

o . pasal 144 o
Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan Penilaian

kembali dalam -rangka koreksi atas nilai BMD yang telah

o dltetapkan dalam. neraca Pemerintah Daerah.

@2

Pemlalan kembah, »sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

}adalah proses revalua51 dalam rangka pelaporan keuangan

- sesuai Standar- ‘Akuntansx Pemerintahan (SAP) yang

metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar

@

: Pcmlalan

Keputusan mengenm Pemleuan kembah atas nilai BMD

' 'dllaksanakan berdasarkan kebljakan yang dltetapkan oleh

Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah

yang berlaku secara nasional.



o f}"vPemermtah Daerah

PEMINDAHTANGANAN - B

Baglan Kesatu

Pr1n51p Umum

Pasal 145

o (4) Ketcntuan pemenntah yang berlaku secara nasmnaj U
. sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ada.lah kebuakan R

Yang dltetapkan oleh pemermtah untuk seiuruh entltas R

S ,‘;(1) BMD yang tldak dlperlukan bag1 penyelenggaraan tugasv' s |

o emermtaha“ daer ah dapat dlplndahtangankan

o (Q)uBentuk Pemmdahtanganan BMD mehput1
. j_,\:.a,. »Penjualan S RN

S b V_Tukar Menukar,: U

| C ‘hlbah atau e

y :

. Penyertaan Modal Pemermtah Daerah

Pasal 146 o

’ (1) 1 Dalarn B rangka Pemmdahtanganan BMD dillak;l‘ikavn_

o Pemlalan

' ‘(2)‘D1kecuahkan dar1 ketentuan sebagalmana dJmaksud pada‘

. ayat (1) untuk Pemmdahtanganan dalam bentuk hibah,
(3) Pemla1an K sebagaumana dimaksud - pada ayat (I)f )

. dllaksanakan untuk mendapatkan mlal waJar

Baglan Kedua

Persetu;uan Pemmdahta.nganan

Pasal 147

R :', ?(1) Pemmdahtanganan BMD yang dllakukan Sctelah.‘j o

mendapat persetujuan DPRD untuk

a tanah dan /atau bangunan dan /atau

- »b Selam tanah dan/atau bangunan Yang bermlax leblhfi o

darl Rp5 000 000 000 (lxma m111ar ruplah)




;_-:a}.‘j"sudah tidak sesuai dengan tata ruang w11ayah atau:-,“f'

b harus dlhapuskan karena anggaran untuk bangunan R

(2) Pemmdahtanganan BMD berupa tanah “dan/at"au ’: o
v' iibangunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a'- T
: Vt1dak memerlukan persetuJuan DPRD apablla o o

| 'penataan kota

pengganu | sudah , dlscdlakan 1 dalam, dokumen N
:penganggaran B -

e e dlperuntukkan bagl pegaweu negerl Slpﬂ pemerxntah"“. |

'ZDaerah yang bersangkutan

B : d dlperuntukkan bag1 kepentmgan umum » . .
e dikuasai. Pemermtah Dacrah berdasarkan keputusan ' '

; :‘Epengachlan yang telah mem111k1 kekuatan hukum tetap‘ s
',:"idan/ atau berdasarkan ketentuan perundang—l G

.undangan 5 yang _]lka status kepemlhkannyaf

- dlpertahankan t1dak layak secara ekonomls

f harus dxhapuskan karena bangunan dalarn kond1s;:‘.;iv-f
o ,rusak berat dan atau mcmbahayakan hngkungan,,-_j"__

R keselamatan umum, dan/atau pemakamya mesklpun S

R }fmamh mempunya1 n11a1 ekonomls, atau s

R '_"-d11akukan penyesualan yang beraklbat pada perubahan

:dengan tata ruang wﬂayah atau penataan_ kot R

'g'.‘gharus dihapuskan karena bangunan berdm dlatasbz -
""tanah | rmhk Plhak Lam tanpa dllengkapxl
per_]anjxan/dokumen laln yang dxpersamakan dan .

tanah tersebut Segera akan dlpergunakan permhknya |

| Pasal 148

Tanah dan/ atau bangunan yang sudah tldak sesuaJ

,}sebagalrnana d1maksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a,f E -
. ‘:'dlmaksudkan bahwa loka51 tanah dan/atau bangunan‘_.';"‘-_;]]
| ‘_‘..""_dlmaksud terjadl perubahan pemntukan dan/ atau fungsf

. _-'-Z'»kawasan wﬂayah ' o |

_ penataan kota sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) perlu o

Tanah dan/atau bangunan yang txdak sesuau dengan.{_f g

R 'luas tanah dan /atau bangundn tersebut



Pasal 149

"-v;Bangunan yang harus dlhapuskan karena anggaran untuk‘“[ o

':f, ;’bangunan penggant1 sudah d1sed1akan dalam dokumenj:'-’

‘penganggaran sebagaimana dlmaksud da]am Pasal 147 ayat:v ’:

' (2) huruf b, dlmaksudkan bahwa yang dlhapuskan adalah} -

‘bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dlrobohkan"f'

| untuk seianjutnya dldlrlkan bangunan baru di atas tanah o

yang sama (rekonstruk51) sesual dengan aloka51 anggaranv" B

- ::'Ayang telah chsedlakan dalam dokurnen penganggaran

Pasal 150 AR

'Tanah dan/ atau bangunan dlperuntukkan bag1 pegawau negen’ .

s1p11 Pemermtah Daerah yang bersangkutan sebaga_tmana“f_

' ydlmaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf ¢, adalah:

N j"a ‘tanah dan/atau bangunan yang | merupakan kategorl

- Rumah Negara/ daerah golongan 111 dan

b ‘,tanah yang rnerupakan tanah kavhng yang menurut R

perencanaan awalnya untuk pembangunan perum ahan

"ipegawal : negerl 31p11 N vPemer_m‘tah‘,_ Daerah yang": ) _' o

) bersangkutan

Pasal 15 1

'*’ff"_»-‘f(i)i"I‘anah dan/atau bangunan yang d1peruntukkan bagl‘f

. kepentlngan umumb Sebagalmana dlmaksud dalam Pasal |

t.147 ayat (2} huruf d, adalah tanah - dan/atau bangunan

‘fv'yang dlgunakan untuk keglatan yang menyangkut_

kepentlngan bangsa dan negara, rnasyarakat luas rakyat__‘f’j_'

o banyak/bersama, dan/atau kepentmgan pembangunan

termasuk dlantaranya keglatan Pemcrmtah Daerah da_lam"

: "";'Ilngkup hubungan persahabatan antara negara/daerah. .

dengan negara , lain o atau - masyarakat/lembaga”’:'v; o

B . mternasmnal

»,.’v'(2] Kategon b1dang keg1atan sebagaumana dlrnaksud pada ayat;}_fi l e

'fl_l'ft:'(l) antara lam sebagal berlkut

Cas Jalan umum termasuk akses Jalan sesua1 peraturan -

perundangan Jalan tol dan rel kereta apl,




| D‘m al

Pt o ’
:

v

et

g <= g

= hstrlk termasuk .‘ 1nsta1a31 pendukungnya yang

. saluran air minum / air" bersm dan / atau saluran
f ’pembuangan air; ,' R R R o
, waduk ‘bendungan dan bangunan pengaJran Ialnnya
; ftermasuk saluran irigasi; ' IR

rumah saklt umum dan pusat kesehatan masyarakat

pelabuhan bandar udara, _ staszun kereta apl, atau

3 ‘}termlnal

‘tempat 1badah L
- sekolah atau lembaga pendldlkan non komer31al
. pasar umum - RN .
-Hfasﬂltas pemakaman umum, A L
fasﬂltas keselamatan umurﬁ antara 1a1n tanggullf,ff_' '
""penanggulangan bahaya banjlr, lahar dan lam lam o
"’.’bencana, R _' -
f.:sarana dan prasarana pos dan telekomumkam, s o
v-:sarana dan prasarana olahraga untuk umum, | ‘
.’f"stasmn penylaran radlo dan telev151 beserté sarana‘
) vpendukungnya untuk lembaga penyxaran pubhk
kantor pemermtah Pemermtah Daerah perwakllanv'-"v'_":
negara asmg, Persenkatan Bangsa—Bangsa dan
: Iembaga 1nterna31onal d1 bawah naungan Perserlkatan |
Bangsa Bangsa, G e o
. fas1l1tas Tentara Nasxonal Indones1a dan Kepohslanf o
:»Negara Repubhk Indone31a sesua1 dengan tugas dan: B
fungsmya . | ISR . v

rumah susun sederhana

. tempat pembuangan sampah untuk umum
‘cagar alam dan cagar budaya, '} -
..",‘v’promo& budaya nasmnal

o pertamanan untuk umum,

..‘.'pantl sosml »

lembaga pemasyarakatan dan :: }

.»lpembangklt turbm transmlsl dan dlStI'lbUSl tenaga

ot '-merupakan satu kesatuan _ yang tldak ~ dapat -

| .:terplsahkan



Pasal 152

: “'-'b‘l:‘..vv_Bangunan Yang harus dlhapuskan karena bangunan dalamiff.f |

"kondlsl rusak berat dan atau membahayakan 11ngkungan o

" keselamatan umum, dan/atau pemakamya mesk1pun masxh o

"_frnempunyeu mla1 ekonorms sebagalmana dlmaksud dalam"

 Pasal 147 ayat ( 2) huruf f adalah bangunan yang masxh"f

L mempunyal nlial ekonomls namun harus segera dlrobohkan' o

’y”v'»s"lkarena berpotensl membahayakan hngkungan, keselamatan"f?‘:;-, o

}"”'-ﬂ-vfumum, dan/atau pemakamya yang dlsebabkan karena[‘}';-]’

U ,kondlsx-kondm WaJar SR

Pasal 153

o ”:."_”Bangunan }’ang harus dlhapuskan karena berdm dlatas tanah S

- vmlhk Plhak Lam tanpa dllengkapl perjanpan/dokumen lam‘“

o yang dlpersamakan dan’ tanah tersebut segera akan -
o dlpergunakan pernlhknya sebagalmana dlmaksud dalam Pasal ,

17 ayat @ ‘huruf g adalah bangunan yang berdiri. dlataS';"',,- o
tanah mlhk Plhak Lam dxkarenakan tanah tersebut segerav”v._

dlpergunakan oleh pemlhknya d1mana sebelumnya t1dak'_

A dxlengkapl dokumen perjanjlan pada saat pembangunannya -

Pasal 154

o pemmdahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan’:, -

e sebagalmana dunaksud dalam Pasal 147 ayat (2) d11akukan‘v:_i__ﬁ‘ 1

" ,oleh Pengelola Barang setelah mendapat persctujuan Bupan

Pasal 155

o  ;' (1) Pemlndahtanganan BMD selam tanah da.n/ atau bangunan H?f' o

'?:'jyang bermlau sarnpau dengan Rp5 000 000 000 OO (hma -

_f_'m111ar rup1ah) dllakukan oleh Pengelola Barang setelahj’v. - :

. "‘:‘,‘mendapat per'setujuan Bupatx

- , (2)‘“»Pem1ndahtanganan BMD selain tanah dan/ atau bangunan .’ .

- fyang bern11a1 leblh dar1 RpS 000 000. 000 00 (llma mlhar

. .Arup1ah) per 1temnya dllakukan oleh Pengelola Barang o

. B v;"setelah mendapat persetu;uan DPRD L
{3) Nllax sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)’

merupakdn mlau wajar untuk Pemmdahtanganan dalam




bentuk Penjualan Tukar-Menukar dan Penyertaan Modal o

Pernermtah Daerah

o (4) N11a1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) .

merupakan nilai perolehan untuk Pemlndahtanganan |

‘ dalam bentuk hibah. , . _
Lo 5(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagalmana’-

dlmaksud pada ayat (2) dlajukan oleh Bupatx

o (6) Usulan persetujuan sebaga_lma.na d1maksud pada ayat (l) TR

dan ayat (2) dllakukan per tlap usulan .

Baglan Ketxga

Penjualan |

Paragraf Kesatu

o PrmSIp Umum

Pasal 156

e "i;_(l) Penjualan BMD dllaksana.kan dengan pert1mbangan

S . a. ‘»Auntuk optlmahsam BMD yang berleblh atau tldak"“j“;-‘ "

:dlgunakan/dlmanfaatkan, R - o
b ﬂb'secara ekonomls leblh menguntungkan bag1 daerah'.',;f,

~ apabila dljual dan/atau o

i c. v'_'sebagal pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- RO

undangap P

L ’(2) BMD yang tldak dlgunakan/dlmanfaatkan sebagalmana, S

’ dlmaksud pada ayat (1) huruf a adalah BMD yang tldak

dlgunakdn untuk kepentmgan Pen}’elenggaraan tugas dan o

fung81 Perangkat Daerah atau tldak dlmanfaatkan oleh

P1hak Lam o

Pasal 157

. (1) PenJualan BMD dllakukan secara lelang, kecuah dalam ha.l f»-

tertentu

,.(2) Lelang, sebagalmana dlmaksucl pada ayat (1) mel'upakan L

Penjualan BMD yang terbuka untuk umum denganv o

penawaran harga secara tertuhs dan/atau l1san yang'



3 .,:‘i.l.;,‘semakm menlngkat atau menurun untuk mencapal harga , v“,_': : S
e 'tertlnggl S PR
)

Lelang sebagmmana dlmaksud pada ayat (2) d11aksanakan
| vsetelah d1lakukan pengumuman lelang dan d1 hadapan'b‘“,.';"

o ; 'peJabat lelang

@

Pengecuahan dalam hal tertentu sebagaxrnana d1maksud’; -

o vpada ayat (1) mehputl

o a BMD yang bermfat khusus sesua1 dengan peraturanf S -

perundang undangan dan _. RSN

; b BMD lamnya yang dltetapkan 1eb1h lan_yut oleh Bupat1

L ayat (4) huruf a adalah barang barang yang dlatur secara"_,g o o

BMD yang bermfat khusus sebaga;mana dunaksud pada'g}_v'__ o

'»-v"bvvkhusus sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

_undangan, antara laxn yaltu

a. "Rumah Negara golongan III yang duual kepada o

o penghunmya yang sah dan

b, Kendaraan Peforangan dinas yang duual kepada S

o 3"_‘;"1;_;Bupat1

2, Wakil Bupatl

-~ V‘:‘,‘S.‘_mantan Bupau dan R
}--v'.zz},-4._mantan Wak11 Bupatl . . . S e

:('v6):‘lvBMD lamnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) huruf_»:.
o b antara ]aln ya1tu e e

- a. ,,"tanah dan/atau bangunan yang akan dlg’unakan untuk’ .

o kepentmgan umum,

;*:,.-7_b.aftanah kavhng Yang menurut perencanaan awalf'-f.*;:f:-"f:*-‘

= pengadaannya - dxgunakan untuk pembangunan: e

":»perumahan pcgawal negerl Slpll Pemermtah Daerah;.’?

B ‘yang bersangkutan scbagaunana tercantum dalam s

:Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

B ;,_"'C.:v {selam tanah dan/atau bangunan sebaga; aklbat darlk. o

N _keadaan kahar (force ma_;eure),

o d bangunan yang berdm di atas tanah Plhak Lam yang o .:

‘dgual kepada Plhak La;n permhk tanah tersebut

o e ff:_hasﬂ bongkaran bangunan atau bangunan yang akan o

’ §fd1bangun kembah




- ‘f selam tanah dan/atau bangunan yang txdak rnem1hk1”

bukt1 kepemlhkan dengan mla1 wa_]ar pahng tmggi .

P Rpl OOO 000 (satu juta ruplah) per. umt

g hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang harus

'}'dlhapuskan karena bangunan dalam kondlsl rusak' oo

' vberat dan atau membahayakan llngkungan sekltar dan:f = o

atau | pemakalnya dan | dlmungkmkan _rnasﬂq -

L ,mempunyax n11a1 ekonorms walaupun‘ vanggaran -

S f'yang sebelumnya tanpa dllengkapl dokumen perjanjlan o o

. penggantl belum dlsedlakan, | -

"~ h. hasil bongkaran atau bangunan harus dlhapuskant

o vj;vkarena bangunan berdlrl dlatas tanah mlhk P1hak Lam‘ o

.f‘vdxmana tanah ter_sebut :'_segera dlpergunakan‘_"f'**

R pemlhknya

s

Pasal 158

Dalam rangka Pen_]ualan BMD dxlakukan Pemlazan untukv o

e mendapatkan n11a1 wajar "'- o
o ‘.’-:ayat (1), }Penjualan BMD berupa tanah yang dlpcrluka_n PR

D1kecuahkan darl ketentuan sebagalmana dlmaksud pada o

e untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang mla.l

Jualnya dltetapkan oleh Bupau berdasarkan perhltunganpﬁ

: yang dltetapxan sesua.l ketentuan peraturan perundang-‘.‘._': -
"undangan B o -

_'sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 141 sampau dengan

Pen1la1an sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan '

o -'vPasal 144

a lelang sebag'umana dlmaksud dalam Pasal 144 ayat (1),‘ |

,Penentuan n1]a1 dalam rangka Penjualan BMD secara-_. o

o dllakukan dengan memperhltungkan faktor penyesualan

)

: 11m1t/ batasan terendah yang dlsampalkan kepada Bupat1 .

Nilai - sebagalrnana dlmaksud pada ayat (4) merupakan

o sebagal dasar penetapan n11a1 hmxt

[ ayat (5) adalah harga mxnlmal barang yang akan d]Ielang e
B (7)

‘:N11a1 hmlt/ batasan terendah sebagaumana d1ma_ksud pada R

N11a1 hmxt sebagalmana dlmaksud pada ayat (6) dltetapkan’

- oleh Bupatl selaku penjual




| B (2)

Pasal 159

BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tldak laku :
chjual pada lelang pertama, dllakukan lelang ulang R

sebanyak 1(satu) kall i‘; ;_.; R

Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaxmana dxmaksudi o

e pada ayat (1) dapat dllakukan Penllalan ulang

e @
o »lflsebagalmana dlmaksud Pada ayat (1) tidak laku dgual R

E persetUJuan Bupat1

) o
- ',laku dx_]ual pada Ielang pertama d1lakukan lelang ulang |

,v_v:Pengelola Barang memndaklanjutl dengan Penjualan tanpa', o
'_ lelang, - Tukar- Menukar h1bah Penycrtaan | Modal :
Pemerintah Daerah atau Pemanfaatan o ‘ o
‘Pengelola Barang dapat melakukan keglatan sebagmmanaf‘i‘f. o

‘_dlmaksud pada ayat (3) atas BMD setelah mendapat,” '

,S

Pasal 160

BMD berupa selam tanah dan/atau bangunan Yan g t1 dak s

s {"sebanyak 1 (satu) kah

o

. Aayat (1) dapat dxlakukan Pemlalan ulang

e

_“:dlmaksud pada ayat (1] tidak iaku dijual, Pengeiola Barang o

”Pelaksanaan lelang ulang sebagalmana dxmaksud pada_i

Dalam hal setelah pelaksanaan Ielang LIIang Sebagalmanai DR

.,imemndaklanjutl dengan Penjualan tanpa lelang, Tukar-i

Menukar, Hlbah atau __Pcnycrtaan _ Moda_l _ Pemermtahf’
"»Daerah P IR

Pengelola Barang dapat melakukan keglatan sebagalmana'vi;{ -

dlmaksud pada ayat (3) atas BMD selain tanah dan/ atau_

b"v;bangunan setelah mendapat persetujua.n Bupat1 untuk-

s

o atau Penyertaan Modal Pemermtah Daerah sebagalmana; L

_masmg-masmg keg1atan bersangkutan

Dalarn hal Penjualan tanpa lelang, Tukar-Menukar, Hlbah , -

s dimaksud pada ayat (3) udak dapat dxlaksanakan maka} -

| .:vdapat dllakukan Pemusnahan

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, : BMD |



Pasal 161

(1) Hasﬂ PenJualan BMD wapb d1setorkan seluruhnya ke. .

' rekemng Kas Umum Daerah

(2) Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum,_*- '

Daerah maka

_ a Pendapatan Daerah dar1 Penjualan barang ’ milik“{‘ o

daerah daiarn rangka penyelenggaraan pelayanan_‘ o

i.‘;‘umum sesuau dengan tugas dan fungs1 Badan Layanan‘t" o

| "»Umum Daerah merupakan penerlmaan daerah yang"

| ':‘d1setorkan seluruhnya ke rekemng kas Badan Layanan o |

Umum Daerah atau

Pendapatan Daerah dar1 Pen_]ualan BMD dalam rangka o S

:’.‘”';‘_‘selam penyelenggaraan tugas dan fungs1 Badan_;:vﬂ'»:';‘
""'Layanan Umum Daerah mempakan : penerlmaan"”'f’ e

| "-:j‘_:;_-v}'fdaerah yang dlsetorkan selumhnya ke rekemng Kas}'

" o Umum Daerah

Paragraf Kedua o
Objek Pen_;uajan T

Pasal 162 o

(1) Ob_]ek Penjualan merupakan BMD yang berada padafl

Pengelola Barang / Pengguna Barang, mehputl B

a. tanah dan/ atau bangunan dan -

b selam tanah dan / atau banguan

(2] Persyaratan Penjualan BMD berupa tanah dan/atau-,:"

' bangunan - dan selaxn - tanah dan/atau bangunanv o

sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) d1atur Ieblh lanjut'_“ I

dengan Peraturan Bupat1




a.

Bagiah Keempat
~ Tukar-Menukar

. ‘Paragra‘f Kesatu

s Prinsip Umum

: : Pasal 163 - .

(1) Tukar Mcnukar BMD dllaksanakan dengan pertImbangan
untuk memenuh1 kebutuhan  operasional |
penyelenggaraan pemerintahan “ A N
untuk optlmahsam BMD ‘dan

b

C.

‘tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar- Menukar sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

dltempuh apab;la ‘Pemermtah _-»Daerah» tidak dapat

menyediakan tanah dan/ atau bangunan pengganti.

Selain pertimbangan sébagaimana dimaksud pada ayat (1},
Tukar-Menukar dapat dilakukan :

a.

‘apabila BMD b‘crupa tanah dan/atau bangunan sudah

tidak sesuai dengan tata ruang wxlayah atau penataan
kota; '

'guna'menyatﬁkan BMD yang lokasinya terpencar; |

dalam rangka pelaksanaan - rencana strategis

pemermtah pusat/Pemerintah Daerah
. guna. mendapatkan/membenkan akses Jalan, apablla
- objek Tukar-Menukar adalah BMD. berupa ‘tanah

" dan/atau bangunan dan/atau

telahvketmggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi,

_ ‘atau  ketentuan pératura'n - perundang-undangan, o
apabila objek Tukar-Menukar adalah BMD selain

~ tanah dan/ atau ‘bangunan.

’l‘ukar Menukar BMD dapat dllakukan dengan plhak

a.
b.

C.

pemerintah pusat
pemerintah daerah lainnya;
Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum

milik pemermtah Ialnnya yang dimiliki negara

. pemerintah desa; atau

.. swasta;



1(5)> Swaébta sebagaimana dimaksud pada _ayat (4) huruf e
e adalah pihak swasta, baik yanvg‘ berbentuk_badén hukum
maupun perorangan | - - B

v . Pasal 164
(1) Tukar-Menukar BMD dapat berupa : ,
| a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
- kepada Bupati; . ,
b }»vtanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang; dan
C. ,selam tanah dan / atau bangunan
(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
: Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
~antara lain tanah dan/atau bangunan yang masm,
'd1pergunakan untuk pcnyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota. |

-(3) 'I‘ukar Menukar sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1)
| dllaksa.nakan oleh Pengelola Barang

Pasal 165 | |
Tukar-Menukar diléksanakan setelah 'dilakukvan kajian
berdasarkan: ’ o o | o

a. aspek tekms antara lain : v
| 1. kebutuhan Pengelola Barang / Pengguna Barang; dan
2. spemﬁkam barang yang dibutuhkan;
b. aspek ekonomis, antara lam kajian terhadap nilai barang
~ milik daerah yang dilepas dan nilai barang penggantl,
‘::’c. aspek yundls 'mta:a lain : ' o
1 “tata ruang w11ayah dan penataan kota, dan |
2 bukt1 kepcmlhkan

v Pasal 166

: ,Berdasarkan ka]xan sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 165
terhadap BMD berupa tanah dan/atau _bangunan, Bupati
dapat v‘member:i‘kan:‘alterna:tif bentuk lain pengelolaan BMD



atas permohonan persetu_]uan 'I‘ukar-Menukar yang dlusulkan

(1)

voleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

Pasal 167
Barang penggantl Tukar-Menukar dapat berupa

- a. barang sejenis; dan/atauv

@)

b. barang tidak sejems :
Barang pengganu utama 'I‘ukar-Menukar BMD berupa'_

tanah, harus berupa

~a. tanah; atau

(3)

b. tanah dan bangunan'

Barang penggantl utama Tukar-Menukar 'BMD berupa‘

' bangunan dapat berupa

a. tanah

b. tanah dan bé.riglinan; .

C. _bangunan dan/atau

o d. 'selam tanah dan / atau bangunan

(@)

(1)

@

Barang penggantl sebagatmana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap dlgunakan
pada tanggal penandatanganan perjanjlan ’I‘ukar Menukar‘: :
atau Berita Acara Serah Terima (BAST). B

Pasal 168
Nilai barang pengganti atas Tukar-Menukar pahng sedlklt'
selmbang dengan nilai wajar BMD yang dllepas

Apabila nilai barang pengganti lebih kecil darlpadé nilai

wajarv BMD yang dilepas, mitra Tukar-Menukar wajib

mehyetorkan ke ‘rekening Kas Umum Daerah atas

B ‘se_]umlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas

@)

(4)

dengan nilai barang pengganti.

Penyetoran selisih nilai sebagaimana dlmaksud pada ayat

- (2) dllak%anakan palmg larnbat 2 (dua) hari kerja sebelum °

Berita Acara Scrah Terima (BAST) dltandatangam
Selisih nilai sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat -

(3) dituangkan dalam perjanjian Tukar-Menukar.



e kewenangannya

Pasal 169

L .__'(1) Apabﬂa pelaksanaan ’I‘ukar-Menukar mengharuskan mltra'b B

s Tukar-Menukar membangun banguna_n barang penggantl

| _:vrnltra ’I‘ukar«Menukar menunjuk konsultan pengawas

dengan persetu_]uan Bupat1 berdasarkan pertlmbangan»' ,’
:.”"dan Perangkat Daerah terkalt ' T | -
L (2}]_Konsultan pengawas sebagazmana dlmaksud pada ayat M

v,"merupakan badan hukum yang bergerak d1 bldang’

i ipengawasan konstruk31

(3} Blaya konsuitan pengawas sebagalmana dxmaksud pada?:”:f

B 'vayat (1) menjad1 tanggung Jawab mltra 'I‘ukar Menukar

o . Pasal 170 oy o
- '_ 'mendapat | persetujuan | Bupat1 sesua1 dengan o

Pasal 171

v;Ketentuan lebzh lan_;ut mengeneu tata cara. pelaksanaan 3;

| F'I‘ukar Menukar RMD dlatur dengan Peraturan Bupau -

Paragraf Kedua

Per_]anpan dan Benta Acara Serah Tenma ERERE,

Pasal 172

o ":,:_;‘(1) Tukar Menukar d1tuangkan dalam perjanjlan

_ (2) Perjanjlan sekurang-kurangnya memuat

‘ a. 1dent1tas mhak g
. Jems dan n1la1 BMD

.»;:. speSIfikam barang Penggantl, : ) o

o.“:,"sﬁ cr;f

. klausal ‘bahwa - Dokumen v Kepemlhkan barang :, :
f{penggantl dlatasnémakan Pemermtah Daerah 1 ' v -
Jangka waktu penyerahan obJek Tukar-Menukar, o o
o hak dan kewajlban para p1hak ’ .

ketentuan dalam hal ter3ad1 kahar (force majeure), , o

. sank31 dan




penyelesalan persehslhan

o (3) Perjanjlan Tukar Menukar dltandatangam OIeh mltra"

S - Tukar Menukar dengan Bupatl

‘ . ‘ Pasal 173 B , S
I -7“(1) Penyerahan BMD dan barang penggantl dltuangkan’ -
P dalam Benta Acara Serah ’I‘erlma (BAST) : ' o
B (2) _Berlta Acara Serah ’I‘erlma (BAS’I‘) sebaga.lmana dxmaksud“'

pada ayat (1) dltandatangam oleh mitra ’I‘ukar Menukarv e

~ dan Pengelola Barang

(3) Penandatanganan Berlta Acara sebagalmana dlmaksud

pada ayat (2 dllakukan palmg lambat 1 (satu) bulan_'

S f,_setelah tanggal penandatanganan per_]an_]lan »’I‘ukar-’vv

 Menukar untuk barang penggant1 ‘yang telah 81ap

'   53,‘i"dlgunakan pada tanggal perjanjlan Tukar-Menukar ;_ '

" bdltandatanganl

| (4) Penandatanganan Berlta Acara sebagmmana dlmaksudv*_‘v R

pada ayat (2) dllakukan pahng lama 2 (dua) tahun setelah;_1’.;:’._?.: |

v{‘tanggal penandatanganan perjanjlan Tukar—Menukar‘v

untuk barang penggantl yang belum 51ap dlgunakan pada,_' o

‘ tanggal perjanjlan 'I‘ukar-Menukar dltandatanganl .

(5) '_Penandatanganan Berlta Acara Serah Terlma (BAST) hanya" R

dapat dllakukan dalarn hal mltra ’I‘ukar Menukar telah

o memenum seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang_

T btercantum dalam perjan_uan Tukar Menukar o

Pasal 174

e Bupatl berwenang membatalkan perjanjlan Tukar Menukar:'{;“

- v}f secara seplhak dalam hai Berlta Acara Serah Terxma {BAST)v : -

o tidak dxtandatangam - sampa1 dengan batas waktu f o

' _f»"bsebagalmana dlmaksud dalam Pasal 173 ayat (3) dan ayat (4)




(1)

- 0 o 0

Bagian Kelima
Hibah
. ':‘ Paragraf 'Kgsatu |

 Prinsip Umum

v - Pasal 175 .
Hibah BMD dllakukan dengan perﬁmbangan untuk
kepentlngan.

-a. sosial; |
S 'bud”aya;' »
keagamaan'. - ;
kemanus:aan , v _
pendldlkan yang ber31fat non komermal dan '
. penyelenggaraan pemermtahan pusat/pemermtahan
daerah. ' | |
Penyelenggaraan - pemériﬁtahan . pusat/ Daerah

: 2

(1)

(2)

sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) huruf f adalah
termasuk h_ubuﬁgan' antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan
antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/lembaga
1nternasmnal dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang
penyelenggaraan tugas dan fungsx pemermtah pusat atau

Pemenntah Daerah

_ - Pasal 176 o
BMD dapat dlhlbahkan apablla memenuh1 persyaratan

a. bukan merupakan barang rahasia negara

b. bukan merupakan barang yang menguaséi hajat

hldup orang banyak atau
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi penyelenggaraan pemerlntahan Daerah.

Segala biaya yang timbul d"ﬂl:’:lm proses pelaksanaan Hibah

dltanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.



Pasal 177 -

(1) Plhak yang dapat menerlma Hibah adalah

° a2 o o

. lembaga 5031a1 lembaga budaya, lembaga keagarnaan

lembaga kemar;usxaan, atau lembaga pendidikan yang

' bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian,
.'anggaran dasar/ rumah tangga, atau pernyataan

tertulis dari mstansx teknis yang kompeten bahwa

lembaga yang- bersangkutan adalah sebagaJ lembaga

< d1maksud

pcmenntah pusat

, pemermtah daerah lamnya,
‘ _pemermtah desa, ,
- perorangan atau masyarakat yang terkena bencana

“alam - dengan krltena masyarakat berpenghasﬂan

- rendah (MBR] sesuai ‘ketentuan peraturan perundang-

~undangan; atau

- Pihak Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

un dangan

(2) Pemberian Hlbah kepada pemerintah desa sebagalmanav
d1maksud pada ayat (1) huruf d dllakukan dalam hal:
a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan

b

kepemﬂxkannya kepada desa; :
Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh
Pemermtah Daerah dikembalikan kepada desa, kecuah

yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

o Péséﬂ 178

(1) Hibah dapat berupa

a.

C.‘

tanah dan / atau bangunan yang telah dxserahkan’

kepada Bupat1,

. tanah dan / atau bangunan yang berada pada Pengguna

- Barang; dan

selain tanah dan /atau bangunan

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

. antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal



pengadaannya dlrencanakan untuk d1h1bahkan sesual"_""

yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

| (DPA) v . o B
(3] BMD selaln tanah dan/atau bangunan sebagatmana’ff

dlmaksud pada ayat (1) huruf c mehput1

a,». --BMD selain tanah dan/ atau bangunan yang dan awalf R

S R pengadaannya untuk dlhlbahkan, dan 1 -
T b, BMD selain tanah dan/atau bangunan yang leblh‘l:;."
| '”-f,boptlmal apabﬂa d1h1bahkan o ’ : |

- (4} Penetapan 'BMD yang akan dlhlbahkan sebagalmana},

dlmaksud pada ayat [1) dllakukan oleh Bupat1 e

Pasal 179

ertentuan leblh lanjut mengenm Hlbah dlatur dcngan (R

. Peraturan Bupat1

Baglan Keenam

Penyertaan Modal Pemerlntah Daerah

Pasal 180

L ".‘(1] Penyertaan Modal Pemermtah Daerah atas BMD dllakukan e

dalarn rangka pendman, pengembangan, dan pemngkatan.._;;- '

v klnerJa Badan Usaha M111k Negara/Daerah atau badan’

hukum Ialnnya yang dumhkl Negara sesual dengan ‘,

ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penyertaan Modal Pemerlntah Dacrah ,sebagalmana o

dlmaksud pada ayat (1) dllakukan dengan pertlmbangan E L

sebagau berlkut

2 BMD yang dan awal pengadaannya sesuai dokumen.,};»;- S

o R v_»penganggaran dlperuntukkan bag1 Badan Usaha M1hk

:‘jNegara/Daerah atau badan hukum lalnnya yang’

S ‘:dlmlllkl Negara dalam rangka penugasan pemermtah o

-~ atau

b “BMD leblh optlmal apablla dxkelola oleh Badan Usaha o

I\/I1hk Negara/ Daerah atau badan hukum lalnnya yang

: d1m111k1 Negara balk yang sudah ada - maupun yang
S “}akan dlbentuk o R




yang - dlplsahkan meng1kut1 ketentuan_ peraturan =

R Peraturan Daerah
:vf':’“d1sertakan dalam Pcnyertaan Moda.l Pemerlntah Daerah'-;i.;:_._f.j
.‘;kepada Badan Usaha M1hk Negara/Daerah atau badan

| ‘},‘v'}'}hUkum lalnnya yang dlmlhkl Negara menjadl kekayaang'. o

ot
18

:BMD sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) yang telah'.j‘:f -

a ,perundang—undangan

o

Pasal 18 1

:Penyertaan Modal Pemenntah Daerah atas BMD dapat"f"_ AT

o berupa

.,,‘pengelola Ba ang setelah mendapat persetujuan Bupatl, o

'f.jl"'vg.-,_:tanah dan /atau bangunan yang telah dlserahkan.
R J.’,"j‘bb;v'tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang,"vj_;”f .

o ,,:ig_atau FIRET TR

,‘"'c._,',}vselam tanah dan/atau bangunan _ o Lo
Penycrtaan: Modal Pemermtah Daerah atas BMD

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh‘; f

e i'sesual batas kcwenangannya

W

Pasal 182

Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang'; “
“akan dlsertakan » sebagau rnodal Pemenntah Daerah"ﬁf:' o
: ‘sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a_f '_ N
' _dllakukan oleh Bupatl, sesual batas kewenangannya
. Tanah dan / atau bangunan yang berada pada Pengguna o
o ;_.'Barang sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 181 ayat (1)
o huruf b antara lam tanah dan/ atau bangunan yang sejak
" ’?.-_jﬁ'awal pengadaannya dlrencanakan untuk dlsertakan
. sebagau modal Pemermtah Daerah sesua1 yang tercantumf
dalam dokumen 'f' penganggaran yaltu,; ﬁ D‘okumenv{*"-
| '”“’:;.Z’bPelaksanaan Anggaran (DPA) PR

N (3) f:BMD selam tanah dan/ atau bangunan yang berada pada

Pengguna Barang sebaga.lmana d1maksud dalam Pasal 181_

»_nayat (1) huruf c antara laln rnellputl

(3) Penyertaan Modal Pemermtah Daerah d1tetapkan dengan_ = e



a BMD selam tanah dan/atau bangunan yang dan awal [

; v-iv_f'pengadaannya untuk d1sertakan sebaga1 modal;

- ‘Pemenntah Daerah; dan

A b BMD selain tanah dan/atau bangunan yang leb1h-*

| optlmal untuk dlsertakan sebagax modal Pemenntah :3:
“”f’:Daerah ' R ' o

. a.

Pasal 183 1 o

| Penyertaan ' Modal Pemermtah Daerah d11aksanakangvx__; o
o berdasarkan anahsa kelayakan 1nvesta31 mengena1 penyertaa.nv -

o . modal sesua1 ketentuan peraturan perundang—undangan

BAB XI
PEMUSNAHAN

Pasa.l 184

. Pemusnahan BMD dllakukan apablla P LT
udak dapat dlgunakan, tldak dapat dlmanfaatkan R

o dan/ atau tldak dapat dlpmdahtangankan, atau

vterdapat alasan lam sesua.t dengan ketentuan peraturan,

g ",_perundang-undangan 2

mendapat persemJuan Bupatl, untuk BMD pada Pengguna R

Pasal 185

Pemusnahan dllaksanakan oIeh Pengguna Barang setelah' o

s

o ’,mendapat persetujuan Bupatx, untuk BMD pada Pengelola:;- Sl

Pemusnahan d1laksanakan oleh Pengelola Ba.rang setelah"'fv

. Barang

- @

ayat (1) dan (2) dltuangkan dalam benta acara dan Ca

Pelaksanaan Pemusnahan sebagalmana dlmaksud pada

:' ‘»'_d1laporkan kepada Bupatl SR

a.
b

Pasa.l 186

o Pemusnahan BMD d1lakukan dengan cara :

d1bakar,

dxhancurkan - : o




o |
dlmaksud dalam Pasal 204 huruf a dllakukan dalam hal = :
-'::_':‘BMD sudah tldak berada dalam penguasaan Pengelola._f‘v::
Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaxmana dlmaksud e

dalam Pasal 204 huruf b, dxlakukan dalam hal barangl,l;»,

'xmhk daerah sudah tldak berada dalam penguasaan, B

| ditimbun;
“fditevhggelaimkan; :

N vvdlrobohkan atau

cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-' :

o ",vundangan

BAB XII
PENGHAPUSAN

Pasal 187

',:penghapusan BMD mehputx v L
a Penghapusan dar1 Daftar Barang Pengelola, | S - SR
..“Penghapusan dar1 Daftar Barang Pengguﬂa dan /atauv v
f}_lDaftar Barang Kuasa Pengguna dan ' L

Penghapusan dan Daftar BMD o

Pasal 188

Penghapusan dan Daftar Barang Pengelola sebagalmana‘-

Penghapusan darl Daftar Barang Pengguna dan/atau;'fj

R : ,;:'Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang

e -
. dalam Pasal ?04 huruf c dllakukan dalam hal terjadl e

Penghapusan darl Daftar BMD sebagalmana dlmaksud

) Penghapusan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1} danf |
~ ayat (2) disebabkan karena: . | |
;.i:Pemlndahtanganan atas BMD _ il o
' putusan pengadlian yang telah berkekuatan hukurn tetap_ .
. vdan sudah tldak ada upaya hukum lamnya, I -

g men_]alankan ke*entuan undang-undang, o

d-'v.”'fpemusnahan atau .

<€ ':'sebab Iam S L




(1)

e menjalankan ketentuan peraturan perundang—" T

Pasal 189

BMD sudah tldak berada dalam penguasaan Pengelolajf
o Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna o
e Barang dlsebabkan karena: o ' '

Ca. penyerahan BMD;

penga.hhan status Penggunaan BMD

b
o c v’pemmdahtanganan atas barang mlllk .
d. Putusan pengadllan yang telah berkekuatan hukum -

o tetap dan sudah tldak ada Upaya hukum lamnya, .

undangan

Cf }-Pemusnahan atau e

: g sebab la1n

“v,_v_merupakan sebab sebab yang Secara normal : |

dlpertlmbangkan Wajar men_]adl penyebab Penghapusan f;" S

Sebab Iam sebagaumana dxmaksud pada ayat (1) huruf g

sepertl, h1lang karcna kecunan, terbakar susut menguap, |

: mencalr,, kadaluwarsa, mau dan sebageu aklbat darl L

- i keadaan kahar (force majeure)

‘f ayat (1) untuk BMD pada Pengguna Barang dllakukan

’-“.jvdengan menerbltkan keputusan Penghapusan oleh Bupat1 § o o

- i Penghapusan Bupau sebagmmana d1maksud pada ayat [1)  e |

Pasal 190

Penghapusan sebaga:mana dlmaksud dalarn Pasal 189 :

o ’f"dengan menerbltkan keputusan ' Penghapusan oleh,.‘_-v}: | f:' S
AN ':'ib'PengeIola Barang setelah mendapat persetujuan Bupat1 - o

| (2)>‘Penghapusan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 189 )
: "-.v_“ayat (1) untuk BMD pada Pengelola Barang dllakukanv,";y.r"'::

kaecuahkan darz ketentuan mendapat persetujuan o

s ’adalah untuk BMD yang dlhapuskan karena

a pengahhan status Penggunaan, SR

o ) b Pemmdahtanganan atau

. C. Pemusnahan BRI -
@ |
R BMD berupa barang persedlaa.n kepada Pengelola Barang -

Bupat1 dapat mendelega31kan persetujuan Penghapusan'bf |

'v._-;'untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang



Kuasa Pengguna

e :'_...{1(5) Pelaksanaan atas Penghapusan BMD , Seﬁagéimana".'

B 3 dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dllaporkan kepada”: )

Bupat1 o

Pasal 191

f-"Kéténtﬁéh ’ihéngenal tata cara pelaksa.naa.n Penghapusanf, SR

‘,‘ BMD pada Pengelola d1atur leblh lanJut dengan Peraturan |

- : Bupatl |

, ‘ BAB XIII
PENATAUSAHAAN
| Baglan Kesatu |

Pasal 192

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan'i‘ ,

pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke:' B v

' dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan -

| kodefikasi barang, T

”-"‘_,v}(é)laPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus__‘_{"’-g

melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status"': o

. ‘ipenggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa'vlj;:

| ”:v‘,‘Pengguna Barang k dalam Da.ftar  Barang

' H_Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut}v,}'v

S f."penggolongan dan kOdeﬁkaSI ba.ra.ng

Pasal 193

o (1'):Pengelola Barang ‘ menghlmpun daftar barang-i : o

;{;“Pengguna/ Daftar Bara.ng Kuasa Pengguna sebageumana
 dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2); -

""."('2)_ Pengelola Barang menyusun Daftar BMD berdasarkanj:' o

- vhlmpunan Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa

o 'Pengguna sebageumana dimaksud pada ayat (1) dan daftar'f;;‘

. ,»}__'j.fi,‘,:-_-"barang Pengelola menurut penggolongan da.n kodeﬁkasl.f :




e ’l,v(S] Dalam Daftar BMD sebaga1mana dxmaksud pada ayat (2), "

termasuk BMD yang dlmanfaatkan oleh Plhak Lam L

Pasal 194

}Ketentuan rnengenax penggolongan dan kodeﬁkam barang, -

: .‘barang dlatur Ieblh lanjut dengan Peraturan Bupat1 o

o BaglanKedua o

R Ianentarisasi -

Pasal 195

B (1) Pengguna Barang melakukan Inventansas1 BMD palmg:

» __:sed1k1t 1 (satu) kah dalam 5 (hma) tahun

(2) fDaiam hal BMD sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) R

‘vvv_’berupa persedlaan dan konstruksl dalam Pengerjaag,. S

n -}l’bbvtlnventamsaSl dllakukan oleh Pengguna Barang _ set1ap‘f:.:‘__‘5 S |

. tahun,

R (3}*Pengguna Baféﬁg menyarnpalkan llapoi'-a'n':’ ”*'hasbil»"

e Inventansas1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) da.n"'

o ayat(2) kepada Pengelola Barang pahng lama 3 (tlga) bulan -

T ;‘setclah selesamya Inventansam

Pasal 196

Pengelola Barang rnelakukan Inventansa31 BMD berupa tanah o

dan/atau bangunan yang berada dalarn penguasaannya

. pahng Sedlklt 1 (satu) kah dalam 5 (llma) tahun

~ Bagian Ketiga

“—;Pelaporan

Pasal 197

S = ( 1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang L o

- Kuasa Pengguna Semesteran dan 1aporan barang Kuasa R

| ”-Pengguna Tahunan untuk dxsampaxkan kepada Pcngguna . o

. Baang.




. Pengguria  Semesteran : dan . vTahuvnan” ' sebagalmana, R

o : dlmaksud pada ayat (1) - Sebagal bahan Penyusunan*w

- ;_ laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan

Gy

o ,1.ij‘ayat (2) d1gunakan sebagal bahan untuk menyusun neraca -

Laporan barang Pengguna sebagalmana dlmaksud padaf[ S

fPerangkat Daerah untuk dlsampalkan kepada Pengelola o

’ “barang

= :, (1)

o Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola:‘ “

Pasal 198

Pengelola Barang harus _ menyusun laporan barang

S _:“tahunan v R Lo - :
:».":(Q)FLPengelola Barang harus menghlmpun laporan barang:.m_
',.vPengguna semesteran dan laporan barang Pengguna?;_",
’ }tahunan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 214 ayat (2) o
serta laporan barang Pengelola sebagalmana dlmaksudlb
bpada ayat (1) sebagal bahan penyusunan laporan BMD o
""»Laporan BMD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2]7_:'-;; ,.

C dlgunakan : sebagal bahan untuk menyusun ncraca o

E Pemermtah Daerah

Pasal 199

[ Pembukuan Inventarlsas1 dan pelaporan BMD yang telah adai o
maSIh tetap berlaku sepanjang belum d1tentuka_n la1n AR

| bcrdasarkan peraturan perundang undangan

Baglan Keempat '

- Slqtem Informas1 Manajemen Aset

Pasal 200

Untuk memudahkan pembukuan,v 1nventarxsa31 serta IR

e pelaporan BMD sebaga1mana dxmaksud pada Pasal 192

o  195 dan 197 secara akurat dan cepat maka dzgunakan

o sxstem mformas.l manajemen aset _ﬁ Lo

Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan s1stern
- mformam manajemen aset sebaga.lmana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGELOLA.AN BMD PADA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 201

(1) BMD yang dlgunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah
merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan keglatan Badan Layanan Umum

" Daerah yang bersangkutan . ‘
(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- mempedomani _kctentuan peraturan perundang-undangan
}'mengenai 'péng‘e‘i'olvaan Barang Milik Daerah, kecuali
terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan
" sepenuhnya untuk | menyelenggarakan kegiatan pelayanan

umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan

- Umum Daerah‘?'_'r‘nempédomani ‘ketentuan peraturan |

"perundémg-unda’ngan mengenai Badan Layanan Umum
~ Daerah. ' ' '

| BAB XV
 BMD BERUPA RUMAH NEGARA

- Bagian Kevs-,atu

| iv;Prin'sip Umum

v A Pasal 202
Rumah Negara merupakan BMD yang dlperuntukkan sebagai
tempat tmggal atau hunian dan sarana pembmaan serta
-menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pcgawa;
negeri 31p11 Pemermtah Daerah yang bersangkutan



S ‘1_,‘(1)

Pasal 203

Bupat1 menetapkan status Penggunaan golongan Rumah'v’

. Negara

'--‘1551(2),’[:Rumah Negara sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

 dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

.';’fa Rumah Negara golonganl

o ~ pada ayat (1) dldasarkan pada pemohonan penetapan o

L | (1]

| ",,b Rumah Negara golongan II dan L

Rumah Negara golongan III

Penetapan status Penggunaan sebagalmana dlrnaksud_

o ,:-’f’status Penggunaan yang dxajukan oleh Pengguna Barang

Pasal 204

:_Rumah Negara golongan I sebagalmana dlmaksud dalam‘ oo

"jf'}f_Pasal 203 ayat (2) huruf a adalah Rumah Negara{:'

T dlpergunakan bag1 pemegang _]abatan tertentu dan karena
o 31fat Jabatannya harus bertempat tmggal d1 rumahv,}" )

_tersebut serta hak penghumannya terbatas selama pejabat' o

":jyang bersangkutan ma31h memegang Jabatan tertentubv |

suatu Perangkat Daerah dan hanya d1sed1akan untukb

S tersebut
@

Rumah Negara golongan II sebaga.lmana dlmaksud dalam,i
V'pasal 203 ayat (2) huruf b adalah Rumah Negara yang B

' _;‘mempunyal hubungan yang t1dak dapat dlplsahkan dari -

"}dldlarm oIeh pegawal negen sxp11 Pemermtah Daerah yang "

T ,,’v‘bersangkutan

@

Negara yang berada dalam satu kawasan dengan

: Termasuk dalam Rumah Negara golongan 11 adalah Rufnah .

:v:_"v'Perangkat Daerah atau Umt Kerja rumah susun dani
SR mess/asrama Pemermtah Daerah |

Rumah Negara golongan III sebagalmana dxmaksud dalam |
3 ‘Pasal 203 ayat (2) huruf c, adalah Rumah Negara yang"»’ o

;__t1dak termasuk golongan I dan golongan I yang dapat

S -;dljual kepada penghumnya e )




we

sebagal tempat tinggal pejabat atau’ pegawa1 negen s1p11 S

S o
Pasal 205 ayat (1) untuk Rumah Negara golongan Iij vi’:f:

- Pasal 205 aYat (1) untuk Rumah Negara golongan I dan:’_ R

Pasal 205 SRI
BMD ‘berupa Rumah Negara hanya dapat d1gunakan‘-_,, g

: V, 3 I‘Pemermtah Daerah yang bersangkutan yang memlhk;“f
B -;::VSurat Izm Penghuman (SIP) N A
"~ BMD- berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah'j

Pengguna Barang Wajlb mengoptlmalkan Penggunaan e

| Negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas IR
A Ldan fung51 R RN N
,Negara golongan II Wa_]lb menyerahkan BMD berupav

Pengguna Barang Rumah Negara golongan I dan Rurnah

o Rumah Negara yang tldak dlgunakan kepada Bupat1 o L

Pasal 206

,;Surat Ijm Penghuman (SIP) Sebagaxmana dlmaksud da]arn" L

) dltandatanganl Pengelola Barang

:Surat Ijm Penghuman (SIP ) Sebagalmana dlmaksud dalam SRR

- golongan 1 dltandatangam Pengguna Barang

Pasal 207

"Suarm dan 1str1 yang rnasmg-masxng berstatus pegawa1 .

R negerl SJpﬂ Pernermtah Daerah yang bersangkutan, hanya'v b_ o

:x istri tersebut bertugas dan bertempat txnggal d1 daerahw’_["f .

B ‘;'ﬁ‘/,'yang berlalnan

dapat menghum satu Rumah Negara
.Pcngecuahan terhadap kctentuan sebagaumana dlmaksudf

pada ayat (1) hanya dapat d1ber1kan apablla suaml dan}_ o




Bagian Kedua

Penggunaan

, . Pasal 208
(1) BMD berupa Rumah Negara dapat dllakukan alih status '
" Penggunaan. _
" (2) Alih status Penggunaan :

‘a. antar Pengguna Barang untuk Rumah Ncgara golongan

- ldan Rumah Negara golongan 11;

b dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang
Rumah Negara golongan III, untuk Rumah Negara
golongan II 'y'a‘ng akan dialihkan statusnya menjadi
Rumah Negara golongan 11 atau .

c. dari Pengguna Barang Rumah Negara golongan I
kepada Pengguna Barang, untuk Rumah Negara
golongan III"- ‘yang telah dikembalikah status
golongannya men_]adx Rumah Negara golongan II.~

(3) Pengalihan status Penggunaan sebagalmana »dxmaksu:d
pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu

~ mendapatkan persetujuan dari Bupati; S

{4) Alih status Penggunaan sebagalmana dlmaksud pada ayat

- (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang milik .

daerah b‘e‘r'upa Rumah Negara telah berusia paling singkat

'_ 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki ozeh’ Pemerintah Daerah

~atau se_]ak dxtetapkan perubahan fungsmya sebagaJ

Rumah Negara

_ _ L Pasal 209 o ,
(1) Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi
/ BMD berupa Rumah Negara golongan I dan Rumah Negara .
golongan I, menjadl bangunan kantor



(2) Avlv_i‘hbfungsi BMD berupa Rﬁmah_Negai"a golbngan I dan .
Rumah Negara golongan II sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

- Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara |

Pasal 210 ‘
Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian
BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam

penguasaannya.

N  BABXVI |
~ PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
' Bagian Kesatu

- Pembinaan

 Pasal2ll |
(1) Bupati melakukan ‘pembinaan pengelolaan BMD dan

menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.

(2) Ketetuan lebih AI"anjut mengenai pembinaan sebagaimana .

~dimaksud padé:éyat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

: '_Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan ‘

|  Pasal212
Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMD dilakukan
oleh: S o |
a. Pehgguné. Baraﬁg fmela_luiv pemantauan dan penertiban;
dan '

b. Pengelola Baran'g‘ ‘melalui pemantauan dan investigasi.



R (1)
- ';g,vterhadap Penggunaan, pemanfaatan Pemmdahtanganan

'Penatausahaan pemehharaan,. dan pengarnanan BMD L

Pasal 2 13

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertxban o

Lo yang berada di dalam penguasaannya o
SR dlmaksud pada ayat (1) untuk Umt Kerja Perangkat'f' o

Pelaksanaan pernantauan dan penertxban sebagalmanaf_ )

R Daerah dllaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang
| (3)

f‘;memmta aparat pengawasan mtern pemermtah untukq_,;‘

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat :

'5melakukan audlt tmdak lan_]ut hasxl pemantauan dan

o pencrtlban sebagaumana dxmaksud pada ayat (1) dan ayat’l}}_:*ﬁl»- o :

. (2).: o

@

memndaklanjutl hasﬂ ‘audit  sesuai- dengan ketentuan e

Pengguna Bdrang dan Kﬁ'éisa ‘ Penggtiné" Barang

o peraturan perundang undangan

o

Pasal 2 14

'Pengelola Barang melakukan pemantauan dan 1nvest1ga31 :

’_"atas pelaksanaan , Penggunaan pemanfaatan _b'dan'__f‘-‘,“-

o dengan memmta aparat pengawasan 1ntem pemerlntah’fﬁ_ et

-‘_»untuk mclakukan audlt atas pelaksanaan Penggunaan o

w"'..dltmdaklanjutl sesuax dengan ket}entuanvubvpevratufan 

| Pemlndahtanganan | BMD dalam rangka penertxban;

| .'j‘_i..Penggunaan pemanfaatan, dan Pemmdahtanganan BMDV .

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan !
@

Pemantauan dan 1nvest1gas1 sebagaxmana dlmaksud pada ’
- v»A,ayat (1) dapat d1t1ndaklan_;ut1 oleh Pengelola Barang . o

S pemanfaatan dan Pemmdahtanganan BMD R |
o (3) :Hasﬂ audlt sebagalmana dlmaksud pada ayat @) SR

”_'dlsampaxkan . kepada - pengelola  Barang untuI{»"""

3 : ﬂi’.perundang undangan -:,




| BABXVII e AR
" GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 2 15

(l) Setxap ' kerugian . Daerah - aklbat kelaiaiah S

- penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas - pengelolaan. -

R .barang mlhk daerah dlselesauka.n melalm tuntutan ganti o

rug1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- -,}undangan |

_‘ “. (2) Setlap p1hak yang mengaklbatkan kerugla.n Dacrah

. ?-if"f."sebaga.lmana dlmaksud pada aYat (1) dapat d1kenakan‘ o

R sanks1 sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang- -

undangan

R BABXVIII -
KETENTUAN PENUTUP

o Pasal 216

’Pejabat Pengelola BMD sebagmmana dlmaksud dalam:

. f’:,Peraturan Daerah ini d1tetapkan palmg lambat 1 (satu) tahun T

sc:Jak Peraturan Daerah ini dlundangkan

Pasal 217

;”"V.V'Pada saat Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku Peraturan'{ S

LR - Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 tahun 2013

tentang Pengelolaan Barang M1hk Daerah (Lemaran Daerah’ N

R v:»KabupatCn Karanganyar Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan" |

Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 14] .
" dlcabut dan dxnyatakan t1dak berlaku ) = : '

fr‘.?ipasal 218

| Peraturan Daerah mu1a1 berlaku‘ pada tanggal




~ Agar setiap - oran.g mengetahumya, 'memerintahkan
: bpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

: dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pé;da tanggal 6 Februari 2019
BUPATI KARANGANYAR,
I ) s SR
JULIYATMONO

Diuhdangkan di Karanganyar

pada tanggal 14 Februari 2019 - .
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
- JAWA TENGAH : (1/2019)

Salinan sesuai déngan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19350311 [99903 1 009



PENJELASAN
S ATAS - |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2019
' TENTANG _
PENGELOALAAN BARANG MILIK DAERAH

L UMUM o S |
* Dalam rangka 'mcngakomoda‘si permasalahan-permasalahan B

. pengelolaan BMD yang mengalami perkembangan dan semakin komplek '

o serta terjamm terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD

v dlpcrlukan adanya kesamaan persepsx dan langkah secara mtegratlf dan
: menyeluruh dan unsur unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD.
-BMD sebaga1 salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan

- »pemermtahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan

,‘vbenavr, sehingga mampu mewumdkan pengelolaan barang yang memenuhi
‘:”"; asaS-'asas' ’pengelolaan' barang : yaitu " fungsibnal kepastian hukum, |

v transparans1 eﬁswn akuntablhtas dan kepastian nilai.

Dengan berlakunya Peraturan Pemenntah Nomor 27. tahun 2014‘ -

" tentang Pengelolaan Bar_ang ,Mlhk Negara/Daerah sebagai pengganti

' Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang
" Milik Negara/Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
~ 2016 tentang Pengelolaaﬁ BMD sébaga.iv pengganti Permendagri Nomor 17
“Tahun 2007 tentang Pedorhan Teknis Pengelolaan BMD, maka Pemefintah
- Daerah Kabupaten Ka.rangai;yar ‘vpérl_u mcngganﬁ Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan BMD dengan Peraturan Daerah yang
o Ruang hngkup pengelolaan BMD yang dxatur dalam Peraturan Daerah
ini mehput1
" a. pejabat pengelola BMD
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ganti rugi dan sanksi.
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- Yang dxmaksud dengan asas efisiensi”, ya:.tu pengelolaan
BMD dlarahkan agar BMD dlgunakan sesuai batasan-

batasan standar kebutuhan yang dxperlukan dalam rangka
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pemanfaatan dan pemxndahtanganan BMD.
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